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ABSTRAK 

Nama  : Heru Andrianto 

Program Studi  : Ilmu Hukum Ekonomi 

Judul  : ANALISIS  TERHADAP HUBUNGAN KERJA 

DENGAN SISTEM OUTSOURCING PADA 

INSTANSI PEMERINTAH - Studi Hubungan Kerja 

Pada Tenaga Kerja Cleaning Service di Direktorat 

Jenderal Anggaran 

Tesis ini membahas mengenai dampak penyerahan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) terutama yang terdapat pada 

instansi pemerintah. Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahui 

hubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah khususnya 

pada Direktorat jenderal Anggaran.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan 

terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum. 

Ketentuan peraturan yang berlaku bagi outsourcing di Indonesia diatur dalam UU 

Ketenagakerjaan yang terdapat  dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai pelaksanaan 

dari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka dikeluarkanlah 

Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan 

Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat 

Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karena 

dilaksanakan pada instansi pemerintah, maka penyerahan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan kepada perusahaan lainnya tersebut dilaksanakan melalui pengadaan 

barang dan jasa pemerintah. Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadi 

payung bagi pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutama 

adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 

17/2003) dan  Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(UU No. 1/2004). Sedangkan mekanisme pemilihan perusahaan pemborongan 

pekerjaan di instansi pemerintah saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yang 

terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan yang terjadi antara PT Daya 

Sgracipta Bersih dengan pekerjanya adalah hubungan kerja. 

Terhadap hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu adanya peninjauan 

kembali terhadap ketentuan mengenai outsourcing, disamping perlunya terobosan 

penggunaan kontrak multi years pada kontrak Penyerahan Sebahagian 

Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.  

Kata kunci : Outsourcing dan instansi pemerintah  
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ABSTRACT 

 

Name :  Heru Andrianto 

Study Program  :   Economic Law Science  

Title :  ANALYSIS TOWARD EMPLOYMENT RELATIONS 

WITH THE OURSOURCING SYSTEM IN 

GOVERNMENT INSTITUTIONS –  A Study of 

Employment Relations Labor on Cleaning Service at 

Directorate General of Budget 

 

This thesis  examines  impact of partial assignment of the work implementation to 

other company (outsourcing) particularly in government institutions. The purpose 

of this thesis is to identify the employment relations with outsourcing system in 

government institutions particularly at Directorate General of Budget.  
The research methodology used is normative law and is based on the principles of law 

and the legal system. 
Provisions of law applied for outsourcing in Indonesia is stipulated in 

Employment Law as stipulated in Articles 64, 65 and 6. As the implementation 

from Employment Law Year 2003, then Decree of Minister of Labor and 

Transmigration of Republic of Indonesia  Number 100/Men/VI/2004 was issued 

concerning Provisions of Seasonal Work Agreement, Kep. 101/Men/VI/2004 

concerning Procedures to Obtain Worker/Labor Service Supplier Company Permit  

and Kep. 220/Men/X/2004 concerning Requirements for Partial Assignment  of 

Work Implementation to other Company.  As it is implemented in government 

institutions, then partial assignment of work implementation  to other company is 

conducted  through procurement of government’s goods and service.  Legal 

provisions in public domain becomes an umbrella for government in entering a 

goods/service procurement contract particularly Law No. 17  Year 2003 

concerning State’s Finance (Law No. 17/2003) and Law No. 1 Year 2004 

concerning State Treasury (Law No. 1/2004). While mechanism for work contract 

company selection in government institutions currently is conducted with 

mechanism as stipulated in Presidential Decision Number 80 Year 2003 

concerning Guideline on Government’s Goods and Service Procurement 

Implementation. The  work relation  is entered between PT Daya Sgracipta Bersih 

with its work is work relations. The Relationship between PT Daya Sgracipta 

Bersih is a employment relations with their employees. 
To the results of the research, then it is suggested for a review toward provisions 

concerning outsourcing, in addition it requires a breakthrough in multi years 

contract application at contract of  Partial Assignment of  Work Implementation to 

other Companies. 

 

Keywords: Outsourcing and government institutions 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi dan informasi dan timbulnya rasa 

ketergantungan yang erat antara negara di dunia, telah membuat masyarakat 

mulai melakukan ikatan perdagangan yang melewati batas-batas negara baik 

yang berbentuk bilateral, regional, dan multilateral. Sehingga dengan kata 

lain, timbul kecenderungan yang menyatakan bahwa ”batas-batas negara pada 

taraf tertentu menjadi tidak terlalu signifikan”.
1
 Sehingga dalam era 

globalisasi ini, tidak menutup kemungkinan goncangan kondisi perekonomian 

suatu negara adidaya secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi kondisi perekonomian negara-negara lain.  

Krisis keuangan di Amerika Serikat pada awal dan pertengahan tahun 

2008 telah menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat Amerika Serikat 

yang selama ini dikenal sebagai konsumen terbesar atas produk-produk dari 

berbagai negara di seluruh dunia. Penurunan daya serap pasar itu 

menyebabkan volume impor menurun drastis yang berarti menurunnya 

ekspor dari negara-negara produsen berbagai produk yang selama ini 

dikonsumsi ataupun yang dibutuhkan oleh industri Amerika Serikat. Oleh 

karena volume ekonomi Amerika Serikat itu sangat besar, maka sudah tentu 

dampaknya kepada semua negara pengekspor di seluruh dunia menjadi serius 

pula, terutama negara-negara yang mengandalkan ekspornya ke Amerika 

Serikat.
 2

 

Banyaknya negara yang perekonomiannya terpengaruh secara langsung 

itu pada gilirannya juga mempengaruhi negara-negara lain yang berhubungan 

                                                 
1
Adolf Huala, Hukum Ekonomi Internasional, Cetakan Ke-3, (Jakarta : PT.RajaGrafindo 

Persada, 2002), hlm. 1. 

2
Jimly Asshiddiqie,  “Dampak Krisis Global, Problem, dan Tantangan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri”, Makalah pada Lokakarya Sistem 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka Evaluasi atas Undang-

Undang No. 39 Tahun 2004 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Jakarta, 15 Desember 2008. 
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2 

dengan transaksi ekspor-impor dengannya. Karena itu, praktis dapat 

dikatakan bahwa krisis keuangan Amerika Serikat itu mempengaruhi 

perekonomian semua negara di dunia, sehingga juga berdampak pada 

terjadinya krisis perekonomian global. Sebagai akibatnya, tingkat konsumsi 

menurun dan dengan sendirinya, tingkat produksi juga menurun dan 

berdampak pada penurunan daya serap tenaga kerja serta pemutusan 

hubungan kerja.
3
 

Akibat krisis ekonomi global tahun 2008, Organisasi Perburuhan Dunia 

(ILO) memperkirakan sekitar 20 juta orang akan kehilangan pekerjaannya 

hingga akhir 2009. Jumlah ini akan semakin meningkatkan jumlah 

pengangguran global dari 190 juta orang pada tahun 2007 menjadi 210 juta 

orang pada akhir tahun 2009. Peningkatan jumlah pengangguran secara 

fantastis ini mengancam terjadinya krisis sosial global.
4
 

Tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dari hari ke hari 

semakin besar dalam era globalisasi. Agar dapat bersaing dengan maksimal 

maka kesiapan menghadapi era globalisasi harus dilakukan secara matang  

oleh seluruh pelaku usaha. 

Era baru di Indonesia yang dicirikan dengan globalisasi, demokratisasi, 

dan politik desentralisasi. Globalisasi juga melanda bidang ketenagakerjaan 

yang berimplikasi pada dua segi, yaitu memberikan kesempatan yang lebih 

terbuka (oppurtunity) kepada tenaga kerja Indonesia, untuk mengisi 

kesempatan  kerja di luar negeri dan semakin ketatnya persaingan kerja 

Indonesia di dalam negeri terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke 

Indonesia. Demokratisasi di bidang ketenagakerjaan membuka kesadaran 

tenaga kerja akan hak-haknya termasuk memilih jenis pekerjaan, lapangan 

usaha, maupun lokasi pekerjaan, sesuai dengan kemampuan (kompetensi), 

dan kemauan (interest) tenaga kerja, tanpa diskriminasi.
5
 

                                                 
3
Ibid 

4
Chandra,  Dampak krisis Ekonomi Global : 210 juta Orang Akan Menjadi 

Pengangguran, http://detikislam.com/2008/10/21/dampak-krisis-ekonomi-global-210-juta-orang-

akan-menjadi-pengangguran/ , diunduh tanggal 14 April 2010 
5
Adrian Sutedi,  Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika,  2009), hlm. 4 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa Tiap-Tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusia. 

Dalam amandemen UUD 1945 tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan 

dalam Pasal 28d ayat (2).
6
 Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban Negara 

untuk menfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang 

layak bagi kemanusiaan.
 7

  

Pembangunan Nasional sebagai pelaksanaan Undang Undang Dasar 

1945 (UUD 1945) diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan 

kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri dalam rangka mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur baik material maupun spritual. Pembangunan 

ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, 

dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik material maupun 

spiritual yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
 8

  

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga 

terpenuhi hak hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan 

pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi 

yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.
 9

 

Saat ini tidak ada organisasi yang dapat mempertahankan daya saingnya 

dalam ekonomi global yang berubah secara cepat, dengan semata-mata 

mengandalkan sumberdayanya sendiri sementara efisiensi juga tetap harus 

menjadi pertimbangan terbesar dalam menjalankan bisnisnya. Business 

Process Outsourcing (BPO) adalah suatu tanggapan yang diperlukan terhadap 

lingkungan hiperkompetitif sekarang. Dalam lingkungan yang 

                                                 
6
Pasal 28d ayat (2) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 
7
Adrian Sutedi, Op.cit, hlm. 1 

8
Aruan,  Kebijaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial dalam Melindungi Pekerja 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial Menuju terciptanya Kepastian Hukum, Informasi Hukum Volume. 2 Tahun VI, 2004 
9
Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 tahun 2003, LN No 39 Thn 

2003, TLN No. 4279, Penjelasan Umum.  
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hiperkompetitif, tidak ada organisasi yang mampu menanggung tingkat 

investasinya yang dibutuhkan untuk menjadikan semua operasinya paling 

efisien di dunia. Melalui BPO, organisasi mengatasi dilema tersebut dengan 

memfokus pada sumber daya internal mereka atas aktivitas yang 

memberikannya suatu keunggulan kompetitif yang unik.
10

 

Dalam BPO, aktivitas-aktivitas yang secara tradisional diselenggarakan 

dalam lingkungan yang berbiaya tinggi, dialihkan ke lingkungan yang upah 

pekerjanya lebih murah tanpa kehilangan mutu atas proses yang disediakan. 

Para ahli BPO telah memberikan definisi BPO sebagai berikut :
11

 

1. Jane C. Linder (2004 : 27) 

“Outsourcing means purchasing ongoing services from an outside 

company that a company currently provides, or most organizations normally 

provide, for themselves”. 

2. Rick L. Click dan Thomas N. Duening (2005 : 25) 

“Business Process Outsourcing (BPO) is simply the movement of 

business processes to the highest-skill/lower-cost provider”. 

3. Eugene Garaventa da Thomas Tellefsen 

“Outsourcing can be defined as the contracting out of the functions, 

task, or services by an organizations for the purpose of reducing its process 

burden, acquiring a specialized technical expertise, or achieving expense 

reduction”. 

Pengertian outsourcing (Alih Daya) secara khusus didefinisikan oleh 

Maurice F Greaver II, pada bukunya Strategic Outsourcing, A Structured 

Approach to Outsourcing: Decisions and Initiatives, dijabarkan sebagai 

berikut:
 12

 

                                                 
10

Iman Sjahputra Tunggal, Hukum Ketenagakerjaan. (Jakarta: Harvarindo, 2009), Hlm. 

286.  

11
Ibid. Hlm 285. 

12
F Greaver II, Maurice, Strategic Outsourcing, A Structured Approach to Outsourcing: 

Decisions and Initiatives dalam  Nur Cahyo, Pengalihan Pekerjaan Penunjang perusahaan 

dengan Sistem Outsourcing (Alih Daya) Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada Asuransi Astra Buana), Tesis Magister Hukum Universitas 

Indonesia, Depok, 2006, hal.56. 
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“Strategic use of outside parties to perform activities, traditionally 

handled by internal staff and respurces.” 

Sedangkan pengertian outsourcing (pada umumnya) adalah 

pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada 

pihak luar.
13

 Hal ini berbeda dengan pengertian outsourcing yang terdapat 

dalam UUK, yaitu bahwa pekerjaan yang diserahkan hanya dapat dilakukan 

sebagian saja. Selain itu, UUK juga membatasi bahwa penyerahannya 

tersebut hanya dapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan atau melalui 

perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.
14

 

Di Indonesia, system Outsourcing sebenarnya telah dikenal sejak jaman 

penjajahan Belanda. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1601 b Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tentang Pemborongan 

Kerja.
15

 Setelah itu, maka dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1954 juga 

di kenal dengan perjanjian pekerjaan borongan.
16

 Setelah itu dan sebelum 

disahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak ada lagi peraturan yang 

mengatur mengenai outsourcing.  

Kecenderungan beberapa perusahaan untuk mempekerjakan karyawan 

dengan system outsourcing pada saat ini, umumnya dilatarbelakangi oleh 

strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of 

production). Dengan menggunakan system outsourcing ini, pihak perusahaan 

berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya 

                                                 
13

Chandra Suwondo, OUTSORCING, Implementasi di Indonesia, (Jakarta : Elex Media 

Computindo, 2003), hlm. 3. 

14
Mengenai hal ini Prof. Dr. Aloysius Uwiyono menyebutkan bahwa ada 2 macam 

outsourcing (dalam Pasal 64 UUK), yaitu outsourcing mengenai pekerjaannya yang dilakukan 

oleh pemborong dan outsourcing mengenai pekerjaannya yang dilakukan oleh perusahaan jasa 

pekerja (Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 12/PUU-I/2003 tentang Hak Uji Materiil Undang 

Undang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945 op.cit., hlm. 

67).   

15
Disebutkan dalam pasal 1601 b KUHPer bahwa pemborongan pekerjaan adalah 

perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk 

menyelenggarakan suatu pekerjaan dengan menerima upah. 

16
Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) di jelaskan bahwa perjanjian pekerjaan borongan 

yang menyatakan pihak ke satu, pemborong, berjanji untuk pihak yang lain, yang memborongkan, 

dengan harga yang tertentu menghasilkan suatu buah pekerjaan yang telah ditetapkan, umpamanya 

membuat rumah, kursi, dan lain-lain. 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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manusia yang bekerja di perusahaan bersangkutan.
17

 Selain itu dengan system 

outsourcing, pengguna jasa tenaga outsourcing dapat focus pada kompetensi 

utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, di mana 

hal-hal intern pengguna jasa tersebut yang bersifat penunjang dialihkan 

kepada pihak lain yang lebih professional.
18

  

Awal timbulnya outsourcing pada suatu perusahaan (termasuk juga 

instansi pemerintahan) salah satu alasannya adalah untuk membagi risiko 

usaha dalam berbagai masalah, termasuk masalah ketenagakerjaan. Hal 

tersebut disebabkan oleh paradigma di negara Barat yaitu “pekerja adalah 

asset terbesar perusahaan berubah menjadi pekerja adalah kewajiban terbesar 

perusahaan”.
19

   Dengan berkembangnya keadaan sosial budaya dan peraturan 

di negara Barat pada awal 20, banyak pemilik modal mengeluh bahwa 

mereka tidak memiliki waktu lagi untuk berkonsentrasi pada produk dan 

layanan, nasabah dan pasar, serta pada kualitas dan distribusi. Mereka tidak 

dapat bekerja untuk hasil yang lebih baik karena konsentrasi mereka habis 

untuk masalah-masalah ketenagakerjaan.
20

  

Pada masa sekarang ini sistem kontrak kerja waktu tertentu dan 

outsourcing (pemberian pekerjaan ke pihak lain/perusahaan sub-kontrak) 

sudah semakin marak, bahkan sudah mendominasi sistem kerja dalam 

insustri/perusahaan saat ini, beberapa data menunjukkan angka 60-70% 

jumlah perkerja adalah pekerja kontrak. Banyak tulisan intelektual 

mendukung kebijakan system kontrak outsourcing atau sering disebut pasar 

tenaga yang flesibel, dengan berbagai dalih tanpa melihat akibat yang dialami 

kaum buruh dan rakyat secara umum. Argumentasi para intelektual 

pendukung rezim penguasa dan pengusaha ini adalah untuk membuka 

lapangan kerja seluas-luasnya dengan menerapkan system kerja kontrak dan 

                                                 
17

Chandra Suwondo, Op.cit . hlm 217. 

18
Pan Mohammad Faiz, Outsourcing (Alih Daya) Dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada 

Perusahaan: (Tinjauan Yuridis terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan), http://panmohamadfaiz.com/2007/05/19/outsourcing-dan-tenaga-kerja/, 

diunduh tanggal 21 April 2010 . 
19

Peter F. Drucker – HbR – Reprint R020E – Feb 2002. Hlm 6. 

20
Suwondo, op. cit., hlm. 6. 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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outsourcing, karena akan mengurangi pengangguran dengan pergantian 

waktu kerja.
21

 

Paradigma yang timbul kemudian kemudian berubah dari pandangan 

kerja tradisional bahwa “pekerja melayani sistem” menjadi pandangan kerja 

modern bahwa “sistem harus melayani pekerja”
22

 yaitu dengan cara 

melakukan outsourcing, dimana sistem yang terbentuk pada organisasi 

perusahaan adalah sistem fungsi dan proses, yaitu yang di outsoucing akan 

melayani pekerja dalam organisasi perusahaan, sehingga tidak diperlukan lagi 

orang khusus kepala pengawas/Manajer untuk melayani dan mengendalikan 

fungsi dan proses yang di-outsourcing tersebut.
23

 

Dengan berkembangnya zaman, tujuan dari outsourcing tidak lagi 

hanya untuk membagi risiko ketenagakerjaan saja, akan tetapi berubah 

menjadi lebih kompleks lagi. Michael F. Corbett, pendiri The Outsourcing 

Institute dan Presiden Direktur dari Michael F. Corbett & Associates Firm, 

mengemukakan bahwa outsourcing telah menjadi alat manajemen. 

Outsourcing bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk 

mendukung tujuan dan sasaran bisnis, yaitu dengan mengindentikasikannya 

menjadi alasan strategis (keuntungan jangka panjang, dan alasan taktikal 

(keuntungan jangka pendek) serta alasan transformasional (perubahan).
24

 

Dalam UU Ketenagakerjaan  No. 13 Tahun 2003, outsourcing diatur 

secara tegas pada pasal 64 sampai dengan 66, dimana definisi atau maksud 

outsourcing itu sendiri dijelaskan dalam pasal 64 yakni bahwa perusahaan 

dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 

lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa 

pekerja/buruh yang dibuat tertulis. 

Adapun syarat-syarat suatu pekerjaan dapat diserahkan kepada 

perusahaan lain adalah apabila pekerjaan itu dilakukan secara terpisah dari 

                                                 
21

Bejo. “Melihat Praktek Nyata Sistem Kerja Kontrak-Outsourcing di Kawasan Industri”. 

http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/08/myposting_15669.html. 16 April 2009. 

22
Drucker. loc. cit. Hlm. 7. 

23
Suwondo. loc. cit. hlm. 6. 

24
Ibid. Hlm. 10. 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 

pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 

keseluruhan, dan tidak menghambat proses prooduksi secara langsung. 

Pada sisi lain Undang-undang dimaksud mengatur juga bahwa pekerja 

dari perusahaan penyedia jasa pekerja, tidak boleh digunakan oleh pemberi 

kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan 

langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau 

kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Maksud 

dari kegiatan jasa penunjang adalah kegiatan yang tidak berhubungan 

langsung dengan proses produksi atau kegiatan yang berhubungan di luar 

usaha pokok (core business) suatu perusahaan. 

Dalam bidang kenegaraan, Presiden adalah sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 

menteri-menteri di bidang pemerintahan. Setiap menteri memimpin 

kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam 

pemerintahan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan 

nasional tersebut sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara 

khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat 

hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral 

tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara 

yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan 

pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi 

kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
25

  

Pegawai Negeri sendiri diartikan sebagai adalah setiap warga negara 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat 

                                                 
25

Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, LN No 169 Thn 1999, TLN No. 3890, Penjelasan Umum 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, 

atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
26

 

Selain Pegawai Negeri Sipil, maka di kenal pula dengan yang 

dinamakan dengan pegawai tidak tetap, yaitu pegawai yang diangkat untuk 

jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak 

berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
27

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapatlah diambil kesimpulan bahwa 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap yang diangkat untuk jangka 

waktu tertentu tersebut melaksanakan tugas dan fungsi pokok pemerintahan. 

Sedangkan untuk kegiatan lain sebagai kegiatan penunjang  yang antara lain: 

usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan 

bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan 

pengamanan), pengemudi atau pun pramubakti di lingkungan instansi 

pemerintah bisa dilaksanakan berdasarkan surat keputusan pejabat yang 

berwenang/kontrak kerja ataupun melalui jasa pihak  ketiga/diborongkan.
28

 

  Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat 

outsourcing sudah cukup popular di Indonesia, maka penulis memilih judul 

tesis ini adalah yaitu tentang  : ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN 

KERJA DENGAN SISTEM OUTSOURCING PADA INSTANSI 

PEMERINTAH (Studi Hubungan Kerja Pada Tenaga Kerja Cleaning Service 

di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan). 

 

 

                                                 
26

Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, LN No 169 Thn 1999, TLN No. 3890, Ps. 1 

27
Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, LN No 169 Thn 1999, TLN No. 3890, Penjelasan Ps. 2 ayat 

(3) 

28
Kementerian Keuangan,  Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum 

Tahun Anggaran 2010,  Berita Negara No. 136 Tahun 2009,  Penjelasan Lampiran Standar Biaya 

Umum 2010 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, 

maka penulis merumuskan permasalahannya menjadi sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah ketentuan yang mengatur tentang hubungan kerja dengan 

sistem outsourcing pada instansi pemerintah? 

2. Bagaimanakah hubungan kerja  dengan sistem outsorcing pada  instansi 

pemerintah khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui ketentuan yang mengatur tentang hubungan kerja 

hubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah. 

2. Untuk mengetahui hubungan kerja  dengan sistem outsorcing pada instansi 

pemerintah khususnya pada Drektorat Jenderal Anggaran. 

 

1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual 

Friedman mengatakan bahwa budaya hukum (legal culture) adalah 

unsur yang terpenting dari sistem hukum, yang mempengaruhi berjalan atau 

tidaknya ssstem hukum, disamping strutur dan substansi. Yang dimaksud 

dengan budaya hukum adalah persepsi masyarakat terhadap hukum, 

bagaimana peranan hukum dalam masyarakat, apakah hukum itu hanya 

sebagai alat menjaga harmoni, ketertiban dan stabilitas, atau hukum itu juga 

berisi perlindungan terhadap hak-hak individu. 

Friedman memperkenalkan konsep budaya hukum sebagai bagian yang 

sangat penting dari system hukum.
29

 Sistem hukum yang merupakan bagian 

                                                 
29

Sebagaimana dikutip Cita Winda Priapantja dalam Budaya Hukum Indonesia 

Menghadapi Globalisasi – Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, PT. Chandra 

Pratama. Jakarta 1999. Hlm. 195, dari Lawrewnce M. Friedman. “American Law” (New York-

London : W.W. Norton & Company, 1984). Lihat juga Erman Rajaguguk “Peranan Hukum Dalam 

Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonasia (Pidato 

Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Indonesia). (Jakarta : Universitas Indonesia, 4 Jauari 

1997). Hlm 17-18.  

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.



 

       Universitas Indonesia 

 

11 

dari masyarakat diperinci menjadi 3 bagian. Pertama, yaitu struktur dari 

system hukum yang terdiri dari atas elemen-elemen jumlah ukuran 

pengadilan, yurisdiksi, cara-cara banding dari suatu pengadilan dengan 

pengadilan lainnya, bagaimana badan pembuat undang-undang diatur dan 

sebagainya. Kedua, yaitu substansi sebagai aturan –aturan yang berlaku, 

norma-norma dan pola-pola perlaku manusia dalam system. Ketiga, budaya 

hukum adalah unsur yang menentukan apakah suatu sistem hukum itu dapat 

berjalan. Perbedaan-perbedaan jalannya hukum pada suatu masyarakat 

dibandingkan dengan masyarakat lain tidak dapat dikembalikan kepada 

perbedaan struktur dan substansinya, melainkan perbedaan harus dicari di 

dalam wilayah budaya hukumnya. Yang dimaksud dengan budaya hukum  

adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, 

pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, sikap-sikap, dan harapan-harapan 

(bagian dari budaya hukum yang berhubungan dengan system hukum. 

Budaya hukum adalah iklim dari pikiran masyarakat dan kekuatan 

masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindarkan, 

atau disalahgunakan. Dengan demikian, budaya hukum adalah suatu konsep 

perihal nilai-nilai yang berkait dengan hukum dan proses hukum yang patut 

mendapat perhatian di samping adanya substansi dan struktur. Suatu negara 

tidak mengacu pada hanya suatu budaya hukum tertentu, karena biasanya 

terdapat beberapa lingkup budaya sisuatu Negara dengan berbagai sub-kultur, 

karena masyarakat bersifat kompleks, dan terdiri dari beberapa kelompok, 

kelas dan strata. Tidak ada satu budaya hukum, karena budaya hukum terdiri 

dari sub-kultur hukum yang tergantung kepada berbagai faktor, yaitu 

kepentingan ekonomi, posisi, latar belakang pendidikan, agama dan lain-lain. 

Pada keadaan-keadaan tertentu bisa saja bekerjanya sistem hukum 

dipengaruhi oleh sub-kultur hukum. Selalu terdapat sikap-sikap dan pendapat-

pendapat yang berbeda mengenai hukum, sehingga tidak semua orang dalam 

suatu negara atau masayarakat mempunyai pandangan yang sama. Friedman 

mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada 

budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada 

budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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pendidikan, lingkungan budaya, posisi dan kedudukan, bahkan kepentingan-

kepentingan. Menurut Friedman, tanpa dukungan budaya hukum, hukum itu 

tidak jalan.
30

 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan outsourcing dalam instansi 

pemerintah, maka kepatuhan ataupun bentuk perlaksanaan dari Undang-

undang Ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan outsourcing, juga 

akan  dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari instansi pemerintah itu 

sendiri sebagai sub-kultur dari budaya hukum.  

Berdasarkan pasal 64 Undang Undang Ketenagakerjaan, di jelaskan 

bahwa penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya dapat 

dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan ataupun dengan  

penyediaan jasa pekerja/buruh yang di buat secara tertulis. 

Mengenai pekerjaan yang dapat diserahkan/diborongkan melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan, menurut Pasal 1604 KUH Perdata dapat 

ditetapkan dalam perjanjian bahwa si pemborong hanya akan melakukan 

pekerjaan saja atau bahwa ia juga akan memberikan bahannya. Selanjutnya 

berdasarkan Pasal 65 UUK, pekerjaan yang diserahkan tersebut harus 

memenuhi syarat-syarat : a) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b) 

dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 

pekerjaan; c) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; 

dan d) tidak menghambat proses produksi secara langsung.  

Adanya syarat-syarat pekerjaan ini dimaksudkan agar pemberi kerja 

dapat berkonsentrasi untuk mengurusi bisnis utamanya (core business) saja, 

sedangkan bisnis pendukung diserahkan kepada pihak ketiga. Hal ini penting, 

karena pekerjaan-pekerjaan kecil (yang merupakan bisnis pendukung) lebih 

banyak menyita waktu dan pikiran pengusaha.
31

 

Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, instrumen hukum privat 

(Hukum Perdata) mempunyai fungsi yang sangat penting. Terdapat berbagai 

                                                 
30

Ibid. 

31
Sehat Damanik, ”Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, Sebagai Penuntun Untuk Merencanakan-Melaksanakan Bisnis 

Outsourcing dan Perjanjian Kerja”, Cet. I, (Jakarta : DSS Publishing, 2006), hlm. 39-40.   

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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jenis tindakan pemerintahan yang justru harus dilaksanakan dengan 

menggunakan instrumen hukum privat. Satu di antara instrumen itu adalah 

Hukum Kontrak. Pemanfaatan kontrak sebagai instrumen dalam pengelolaan 

urusan pemerintahan ini lazim disebut kontraktualisasi (contractualization).
32

  

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih 

pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk 

melakukan satu atau lebih prestasi. “Contract: An agreement between two or 

more persons which creates an  obligation to do or not to do a peculiar 

thing”.
 33

 Kontrak mengandung unsur-unsur: pihak-pihak yang berkompeten, 

pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik, dan 

kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan satu 

tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan syarat-

syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya kewajiban.
34

 

Kontrak memuat janji, dan janji melahirkan kewajiban. Ini berakar dari prinsip 

pacta sunt servanda. Tetapi prinsip ini hanya berlaku bagi kontrak yang 

mempunyai kekuatan hukum yang sah. Tidak ada janji yang mengikat dan 

tidak ada kewajiban yang dapat dituntut jika kontrak mengandung kebatalan.
35

 

Terdapat 2 (dua) jenis kontrak pemerintah, yakni: kontrak pengadaan 

(procurement contracts) dan kontrak non-pengadaan (non-procurement 

contracts). Kedua jenis kontrak ini memiliki persamaan, yakni melibatkan 

keuangan negara. Perbedaannya adalah, jika pada kontrak pengadaan terdapat 

pengeluaran atas keuangan negara maka dalam kontrak non-pengadaan 

pemerintah justru mendapatkan penerimaan. Seperti halnya kontrak privat, 

                                                 
32

Hugh Collins, Regulating Contracts, dalam  Yohannes Sogar Simamora, “Prinsip 

Transparansi dan Akuntabilitas Kontrak”, 

http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/11/10/prinsip-transparansi-dan-akuntabilitas-kontrak-

bagian-i/ diunduh tgl 14 Mei 2010 

33
Henry Campbell Black, 1991, Black„s Law Dictionary, dalam  Asri Wijayanti, 

“Harmonisasi Hukum Kontrak Kerja Bersama”, 

http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/04/06/harmonisasi-hukum-kontrak-kerja-bersama-

bagian-iv/ di unduh tgl. 14 Mei 2010 

34
Asri Wijayanti, ibid 

35
Yohannes Sogar Simamora, “Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Kontrak (Bagian 

II)”, http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/11/10/prinsip-transparansi-dan-akuntabilitas-

kontrak-bagian-ii/ diunduh tgl 14 Mei 2010 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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terhadap kedua jenis kontrak ini juga berlaku prinsip dan norma hukum dalam 

Hukum Kontrak pada umumnya seperti  asas konsensualisme, asas kebebasan 

berkontrak atau asas itikad baik.
36

 

Dalam kontrak pemerintah, transparansi dan akuntabilitas merupakan 

prinsip hukum yang bekerja dalam tahap pembentukkan dan tahap 

pelaksanaan kontrak, bersama-sama dengan prinsip kontrak privat. Agar 

prinsip ini dapat digunakan secara kongkrit perlu penjabaran lebih lanjut 

dalam aturan hukum, yakni undang-undang berikut peraturan 

pelaksanaannya. Sampai sejauh ini kita belum mempunyai undang-undang 

yang secara khusus mengatur kontrak pemerintah.  Instrumen hukum yang 

menjadi landasan kontraktualisasi berserak dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan. Dasar hukum yang utama adalah Buku III Burgerlijk 

Wetboek (BW). Kebebasan berkontrak karenanya  merupakan prinsip Hukum 

Kontrak yang fundamental bagi pemerintah dalam mengikatkan diri ke dalam 

suatu hubungan kontraktual.
37

 

Selanjutnya, agar tidak terjadi perbedaan pengertian terhadap beberapa 

istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini, perlu disusun kerangka 

konsepsional dari istilah-istilah tersebut, sebagai berikut :  

a. Pengusaha adalah : a) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum 

yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b) orang perseorangan, 

persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan 

perusahaan bukan miliknya; c) orang perseorangan, persekutuan, atau 

badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a) dan b) yang berkedudukan di luar wilayah 

Indonesia.
38

  

                                                 

36
Yohannes Sogar Simamora, “Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Kontrak”, 

http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/11/10/prinsip-transparansi-dan-akuntabilitas-kontrak-

bagian-i/ diunduh tgl 14 Mei 2010 

37
ibid 

38
Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 tahun 2003, LN No 39 Thn 

2003, TLN No. 4279, Pasal 1 angka 5.   
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b. Perusahaan adalah : a) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau 

tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan 

hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan 

pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b) 

usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain.
39

  

c.  Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain.
40

  

d. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan 

perintah.
41

  

e.  Instansi Pemerintah, terdiri dari kata instansi dan pemerintah. Instansi 

sendiri berdasarkan kamus adalah badan pemerintah umum.
42

 Sedangkan 

pemerintah adalah alat dalam menyelenggarakan segala kepentingan 

rakyatnya dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan 

pemerintah dalam arti luas mencakup semua badan-badan Negara.
43

 

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keppres 18 Tahun 2000 

menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga 

Pemerintahan Non Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara, 

Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, dan Instansi Pemerintah lainnya. 

                                                 
39

Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 6 UUK  .   

40
Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan,  Pasal 1 angka 3 UUK  .   

41
Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan,  Pasal 1 angka 15 UUK  .   

42
Team Bejana, Kamus Baku Bahasa Indonesia, Jakarta: Lazuardi, 2009, hal. 64.   

43
Presiden, Keputusan Presiden Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 

Pemerintah, Keppres 80 Tahun 2003, pasal 1 angka 1   
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f. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa 

yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara 

swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.44 

g.  Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan  yang 

kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
45

 

 

1.5 Metode Penelitian 

Penelitian mengenai :” ANALISIS  TERHADAP HUBUNGAN 

KERJA DENGAN SISTEM OUTSOURCING PADA INSTANSI 

PEMERINTAH - Studi Hubungan Kerja Pada Tenaga Kerja Cleaning 

Service di Direktorat Jenderal Anggaran” adalah merupakan penelitian 

hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan 

penelitian terhadap sistematika hukum.
46

 Penelitian normatif seringkali 

disebut dengan penelitian doktrinal karena obyek kajiannya adalah dokumen 

peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.
 47

 

Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah 

hukum,
48

 sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan terhadap 

pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum.
49

  

Asas-asas hukum yang dimaksud adalah asas-asas hukum perdata yang 

terkait dengan  perjanjian yang ada pada sistem outsourcing. Adapun 

pengertian-pengertian dasar dalam sistematika hukum yang dimaksudkan 

adalah pengertian dasar yang berhubungan antara lain dengan subjek hukum, 

                                                 
44

Presiden, Keputusan Presiden Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 

Pemerintah, pasal 1 angka 3   

45
Kusnadi dan Bintan R, Ilmu Negara, Cet. Ke 7 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 

hal. 112.   

46
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-

PRESS), 2005), hlm. 51.   

47
Soejono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 

hal. 56.   

48
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 62.  

49
Ibid, hal. 70.   
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hak dan kewajiban, hubungan hukum dan obyek hukum
50

 dalam kerangka 

sistem outsourcing.  

Data yang   digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
51

 yang 

meliputi : 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mencari 

landasan hukum berupa aturan perundang-undangan dan aturan-aturan 

lainnya yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan  

penulisan tesis ini, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Nakertrans No. 100/men/VI/2004 

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu, 

Keputusan Menteri Nakertrans No. 101/men/VI/2004 Tentang Perijinan 

Penyedia Jasa Pekerja, Keputusan Menteri Nakertrans No.  

220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebahagian 

Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, serta peraturan-peraturan 

lain yang berkaitan dengan permasalahn yang diteliti. Selain itu, karena 

instansi pemerintah mempergunakan anggaran Negara, maka di lihat juga 

aturannya terutama yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa pemerintah, seperti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 

2003 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 

2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk 

mencari landasan teoritis dan memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum  primer seperti buku-buku, karya-karya ilmiah, jurnal hukum, 

makalah hukum yang berhubungan dengan topik yang dibahas. 

3. Bahan hukum tertier, adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder berupa bahan-bahan majalah,  surat kabar, kamus hukum 

dan lain-lain yang memuat tulisan yang dapat melengkapi penulisan tesis 

ini. 

 

                                                 
50

Ibid. 

51
Indonesia,  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  Pasa l  1  angka 15 UUK  .   
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Adapun cara yang  dipakai untuk mengumpulkan data data-data tersebut 

adalah : 

1. Penelitian kepustakaan (library research), yang dengan mengutip 

peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, literatur-literatur 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

2. Melalui internet (internet searcching), yakni dengan mengutip makalah-

makalah ilmiah, jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan topik yang 

dibahas. 

Data yang terkumpul dari berbagai sumber dan informasi tersebut, disajikan 

dalam bentuk deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan 

dalam kaitannya dengan hubungan kerja dengan sistem outsorcing, untuk 

dianalisis dengan berpedoman pada norma-norma.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa bab yang 

terdiri dari: 

Bab I.    Pendahuluan  

Dalam bab ini diuraikan secara singkat isi keseluruhan dari tesis 

ini guna memberikan informasi yangbersifat umum dan 

menyeluruh. Bab pendahuluan secara sistematis terdiri dari latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penulisan, landasan teori dan kerangka konsepsional, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II.  Ketentuan Yang Mengatur Tentang Hubungan Kerja Dengan 

Sistem Outsourcing Pada Instansi Pemerintah 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai ketentuan peraturan 

perundang-undangan hubungan kerja dengan system outsourcing 

pada instansi pemerintah dalam kaitannya dengan Undang-

Undang Ketenagakerjaan di satu sisi, dan pengadaan barang dan 

jasa di instansi pemerintah pada sisi lainnya 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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 Bab III. Hubungan Kerja Dengan Sistem Outsourcing Pada Direktorat 

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 

Dalam bab ini, penulis membahas hubungan kerja dengan sistem 

outsourcing pada Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu  

Bab IV. Penutup 

Penulis menutup tesis ini dengan bab kesimpulan yang 

memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dan 

dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Selanjutnya penulis akan 

memberikan saran-saran sesuai dengan masalah yang penulis 

temukan dalam proses penelitian. 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.



BAB  2 

PENGATURAN TENTANG HUBUNGAN KERJA DENGAN SISTEM 

OUTSOURCING PADA INSTANSI PEMERINTAH 

 

2.1 Dasar Hukum Pengalihan Sebagian Pekerjaan 

Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, 

merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana 

negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin 

terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi 

yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya 

efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha.
52

 

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat 

perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas 

penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. 

Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, 

akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa memiliki kualitas yang memiliki 

daya saing di pasaran.
53 

Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan 

berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production), 

yang salah satunya dilakukan  dengan mempekerjakan karyawan dengan 

system outsourcing. Dengan menggunakan system outsourcing ini, pihak 

perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai 

sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan bersangkutan.
54

  

Selain itu, cara seperti ini melindungi perusahaan pemakai tenaga 

kerja dari kerepotan dalam hubungan karyawan dan majikan bagi 

perusahaan pemakai tenaga kerja. Perusahaan tidak perlu memikirkan 

berbagai kesulitan tentang tuntutan kenaikan upah (UMR), tidak 

                                                 
52

Didin S. Damanhuri,  ”SDM Indonesia Dalam Persaingan Global”,  

http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:sdm-indonesia-

dalam-persaingan-global&catid=37:ekonomi&Itemid=93, di unduh tanggal 6 Juni 2010 

53
Pan Muhammad Faiz,  Op. cit 

54
Adrian Sutedi,  opcit, hlm. 217 
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menanggung biaya kesehatan, biaya pemutusan hubungan kerja dengan 

karyawan outsourcing, dan lain-lain hal yang sepatutnya menjadi beban 

majikan. Bahkan dapat juga diperjanjikan bahwa semua kerugian dan 

tuntutan disebabkan kesalahan pihak karyawan menjadi tanggung jawab 

pihak perusahaan outsourcing.
55

 

Bagi karyawan outsorcing, maka cara kerja seperti ini adalah cara 

kerja yang sangat menyudutkan karena ia tidak dapat menuntut apapun 

kepada perusahaan di mana dia sebenarnya bekerja. Penderitaannyapun 

tidak dapat disampaikan kepad perusahaan penyedia tenaga kerja atau 

perusahaan outsourcing biasanya adalah perusahaan yang tidak 

mempunyai asset sehingga akan percuma saja menuntut kepada 

perusahaan ini.
56

  

Bila terjadi pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan pemakai 

tenaga kerja maka karyawan outsourcing ini juga tidak akan mendapatkan 

hak-hak normatif layaknya karyawan biasa walaupun dia sudah lama 

bekerja pada perusahaan pengguna tenaga kerja tersebut. Masa kerja 

tidaklah merupakan faktor penentu karena tiap tahun kontrak dapat 

diperbarui sehingga karyawan mulai lagi dengan nol tahun.
57

 

Ada beberapa cara yang digunakan oleh pemberi kerja untuk 

merubah status hubungan kerja dari pekerja tetap menjadi tidak tetap, yaitu 

: a) pengusaha melakukan PHK secara total, kemudian beberapa bulan 

buka kembali dan menerima pekerja/buruh melalui outsourcing dengan 

status PKWT; b) menutup satu bagian tertentu dengan melakukan PHK 

efisiensi, kemudian diganti dengan status PKWT melalui perusahaan 

outsourcing; 3) menunggu sampai ada pekerja yang pensiun dan/atau 

                                                 
55

Gunarto Suhardi, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak 

Outsourcing,(Yogyakarta: Uni. Atma Jaya, 2006),  hlm 5 

56
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mem-PHK tiba-tiba dengan berbagai alasan kemudian mengantikannya 

dengan pekerja PKWT melalui outsourcing.
58

 

Pengertian outsourcing sendiri adalah hubungan kerja dimana 

pekerja yang dipekerjakan di suatu perusahaan dengan sistem kontrak, 

tetapi kontrak tersebut bukan diberikan oleh perusahaan pemberi kerja, 

melainkan oleh perusahaan pengerah tenaga kerja berdasarkan perjanjian 

pengiriman atau peminjaman perkerja. Pada hubungan kerja ini ditemukan 

tiga pihak yaitu:  

a. Perusahaan penyedia atau pengirim tenaga kerja; 

b. Perusahaan pengguna tenaga kerja; 

c. Tenaga kerja/ pekerja;
59

 

Terminologi outsourcing terdapat pula dalam pasal 1601 b KUH 

Perdata yang mengatur perjanjian-perjanjian pemborongan pekerjaan. 

Menurut pasal 1601 huruf b KUH Perdata, perjanjian outsourcing 

disamakan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan, sehingga pengertian 

outsourcing adalah suatu perjanjian di mana pemborong mengikatkan diri 

untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain  yang memborongkan 

mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaan kepada pihak 

pemborong dengan bayaran tertentu.
60

 

Sedangkan perumusan undang-undang yang paling dekat dengan 

penyediaan tenaga kerja kontrak outsourcing adalah pada pasal 35 

Undang-Undang 13 Tahun 2003.
61

 Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa 

pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri 

tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga 

kerja. 
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Bambang Wirahyoso, ”Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Ketiga dan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”, Makalah disampaikan pada seminar Nasional Penyerahan 
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59
Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-
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60
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Outsourcing dalam Hukum ketenagakerjaan di Indonesia di atur 

dalam ketentuan Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
62

  

Dalam pasal 64 di jelaskan bahwa Perusahaan dapat menyerahkan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 

perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat 

secara tertulis. Selanjutnya Pasal 65 ayat (1) diatur pula bahwa penyerahan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan 

melalui perjanjian pemborongan yang dibuat secara tertulis. 

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. 

dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 

kerja; c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; 

dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
63

  

Perusahaan lain yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut haruslah 

berbentuk badan hukum
64

, dan perlindungan serta syarat-syarat kerja bagi 

pekerja yang bekerja pada perusahaan lain tersebut, sekurang-kurangnya 

sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan 

pemberi kerja atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
65

  

Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana 

dimaksud, di atur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan 

penerima pekerjaan dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya,
66

 yang dapat 

didasarkan atas perjanjian kerja waktu tak tertentu atau perjanjian kerja 

                                                 
62
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63
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waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 59.
67

  

Mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 

perusahaan lainnya melalui penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat 

secara tertulis dijelaskan dalam pasal 66 bahwa pekerja/buruh dari 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh 

pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang 

berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan 

jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan 

proses produksi.
68

 Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa 

penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 

produksi harus pula memenuhi syarat sebagai berikut
69

 : 
 
 

a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia 

jasa pekerja/buruh; 

b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana 

dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu 

yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 

dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara 

tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; 

c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta 

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab penyedia jasa 

pekerja/buruh; dan 

d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan 

perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. 

Berdasarkan pasal 66 UU Ketenagakerjaan dapat dikatakan bahwa 

outsourcing dibolehkan hanya untuk kegiatan penunjang, dan kegiatan 
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yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. R. 

Djokopranoto dalam materi seminarnya menyampaikan bahwa : 

“Dalam teks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut 

disebut dan dibedakan antara usaha atau kegiatan pokok dan kegiatan 

penunjang. Ada persamaan pokok antara bunyi Undang-Undang 

tersebut dengan praktek industry, yaitu bahwa yang di outsource 

umumnya (tidak semuanya) adalah kegiatan penunjang (non core 

business), sedangkan kegiatan pokok (core business) tetap dilakukan 

oleh perusahaan sendiri. Namun ada potensi masalah yang timbul. 

Potensi masalah yang timbul adalah apakah pembuat dan penegak 

undang-undang di satu pihak dan para pengusaha dan industriawan 

di lain pihak mempunyai pengertian dan interpretasi yang sama 

mengenai istilah-istilah tersebut.”
70

 

 Dalam penjelasan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan juga disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau kegiatan yang 

tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang 

berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. 

Kegiatan tersebut antara lain : usaha pelayanan kebersihan (cleaning 

service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha 

tenaga pengaman, usaha jasa penunjang di pertambangan dan 

perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan. 

Sementara itu, menurut Myra M. Hanartani (Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja) untuk 

menentukan apakah suatu aktivitas itu termasuk dalam kegiatan pokok 

atau kegiatan penunjang maka dapat dilihat dari hasil (produk) utama 

perusahaan tersebut dan proses awal sampai dengan terakhir untuk 

menghasilkan hasil (produk) utama tersebut.
71

 

Pengaturan hubungan kerja dalam sistem outsourcing sebagaimana 

diatur dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan tidak konsisten 
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dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 UU 

Ketenagakerjaan.  

Menurut Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, hubungan kerja yang diatur 

antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh 

(Pasal 66 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan) sebenarnya tidak 

memenuhi unsur perintah, pekerjaan dan upah sebagaimana hubungan 

kerja yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan 

tersebut.
72

  

Sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 

2003, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kep. 

101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa 

Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat 

Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.  

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

Kep 100/Men/VI/2004 disebutkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja 

dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
73

 PKWT tersebut wajib 

dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 

(tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.
74

  

Bentuk dan persyaratan sendiri bagi perusahaan jasa outsourcing 

atau biasa disebut  perusahaan outsourcing telah diatur dalam Kepmen 

Nomor 101/2004 tentang Perijinan Perusahaan penyedia Jasa 
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Pekerja/Buruh. Dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa  Perusahaan 

penyedia jasa adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan 

usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di 

perusahaan pemberi pekerjaan. Sedangkan dalam pasal 2 disebutkan 

bahwa untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 

perusahaan  wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai 

domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh.
75

  

Untuk mendapatkan ijin operasional perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh perusahaan menyampaikan permohonan dengan 

melampirkan: a. copy pengesahan sebagai badan hukum berbentuk 

Perseorangan Terbatas atau Koperasi; b.  copy anggaran dasar yang di 

dalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa pekerja/buruh; c. copy 

SIUP; d. copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.
76

 Ijin yang 

didapatkannya tersebut berlaku di seluruh Indonesia untuk jangka waktu 

yang sama.
77

   

Sedangkan untuk perusahaan yang menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan harus memenuhi syarat bahwa pekerjaan yang 

diborongkan tersebut : a) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama 

baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan; b) Dilakukan 

dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan 

dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan 

pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan 

pemberi pekerjaann); c) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 

keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang 

mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur 

kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan.; dan d) Tidak menghambat 
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proses produksi secara langsung artinya kegiatan tersebut adalah 

merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh 

perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap 

berjalan sebagaimana biasanya.
78

  

Dilihat dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 

berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan 

setingkat Keputusan Menteri tidaklah termasuk dalam hierarkhi 

perundang-undangan menurut Undang-Undang tersebut atas. Dalam pasal 

7 ayat (4) Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Jenis Peraturan 

Perundang-Undangan lain diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-

Undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian nyata bahwa Keputusan 

Menteri tetaplah memiliki kekuatan mengikat secara hukum yang bersifat 

umum untuk dapat diberlakukan sebagai aturan pelaksana UU 

Ketenagakerjaan, walaupun dilihat dari sisi materi muatannya, peraturan 

perundang-undangan bersifat mengatur (regelling) secara umum dan 

abstrak, tidak konkrit dan individual seperti keputusan dan penetapan 

penetapan.  

2.2 Perjanjian dalam Outsourcing 

Istilah perjanjian sebenarnya tidak dikenal dalam KUH Perdata, 

yang ada adalah perikatan atau verbintenis (pasal 1233) dan persetujuan 

atau overeenkomst (pasal 1313). Di Indonesia istilah verbintenis 

diterjemahkan dalam tiga arti, yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian. 

Sedangkan istilah overeenkomst diterjemahkan dalam dua arti, yaitu 

perjanjian dan persetujuan.
79  
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Jika menggunakan pasal 1313 KUH Perdata, batasan pengertian 

perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih 

mengikatkan diri pada orang lain untuk melaksanakan suatu hal.
80

  

Prof. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di 

mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
81

  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 B.W., perjanjian adalah 

perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 B.W.,suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu 

orang lain atau lebih. Suatu perjanjian  dapat dibuat secara bebas oleh 

setiap orang, asalkan  memenuhi syarat sahnya perjanjian
82

, yakni : a. 

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan; c. suatu pokok persoalan tertentu; dan d. suatu 

sebab yang tidak terlarang.
83

   

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan 

untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. 

Sedangkan syarat suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang 

halal dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri  

atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.
84

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c  UU No. 13 Tahun 

2003, perjanjian kerja dibuat atas dasar adanya pekerjaan yang 

diperjanjikan maknanya sama dengan ketentuan pasal 1320 BW ayat (3) 
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yaitu mengenai suatu obyek tertentu. Obyek dari hubungan kerja adalah 

pekerjaan.
85

  

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 

2003, perjanjian kerja dibuat atas dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan 

perundang undangan yang berlaku. Ketentuan ini sama maknanya dengan 

ketentuan pasal 1320 B.W. ayat (4) yaitu mengenai causa yang 

diperbolehkan.
86

 

Kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik 

dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. 

Fungsinya sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang 

dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Dalam 

hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dibayar. 

Kontrak dengan demikian merupakan saran untuk memastikan bahwa apa 

yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan.
87

  

Dalam bahasa Indonesia istilah kontrak perjanjian sama dengan 

istilah kontrak. Kedua istilah ini merupakan terjemahan dari contract, 

overenkomst atau contrat. Istilah kontrak lebih menunjukan pada nuansa 

bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk
88

, sedangkan 

perjanjian cakupannya lebih luas. Dengan demikian pembedaan dua istilah 

ini bukan pada bentuknya. Tidak tepat jika kontrak diartikan sebagai 

perjanjian yang dibuat secara tertulis, sebab kontrakpun dapat dibuat 

secara lisan.
89   

 

Meskipun demikian, apa yang dalam bahasa Indonesia disebut 

perjanjian, dalam bahasa Inggris tidak selalu sepadan dengan contract. 

Istilah contract digunakan dalam kerangka hukum nasional atau 

                                                 
85

Asri Wijayanti, “Harmonisasi Hukum kontrak Kerja Bersama III”, op.cit 

86
Ibid 

87
Yohanes Sogar Simamora, op.cit, hlm. 32  

88
Peter Mahmud Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak dalam Yohanes Sogar 

Simamora, Hukum Perjanjian : op. cit, hlm.30  

89
Subekti, Hukum Perjanjian, dalam Yohanes Sogar Simamora, Ibid  

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.



 

 

                                                                                 Universitas Indonesia 

31 

internasional yang bersifat perdata. Dalam kerangka  hukum internasional 

publik, yang kita sebut “perjanjian”, dalam bahasa Inggris seringkali 

disebut treaty atau kadang-kadang juga covenant. Sejauh yang dapat kita 

ketahui, tidak pernah ada dua pihak swasta atau lebih membuat treaty atau 

covenant, sebaliknya, tidak pernah terekam dua negara yang diwakili oleh 

pemerintah masing-masing membuat suatu contract.
90

  

Asas hukum kontrak pada dasarnya ada tiga yaitu asas kebebasan 

berkontrak, asas daya mengikatnya kontrak dan asas perjanjian hanya 

menciptakan perikatan diantara para pihak yang berkontrak.
91

 Terdapat 

tiga pilar utama penyanggah bangunan hukum perjanjian yaitu asas 

konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan 

mengikatnya perjanjian. Asas itikad baik sebagai landasan bangunan 

hukum secara menyeluruh.
92

 Selanjutnya menurut Moch Isnaeni ketiga 

asas itu berkembang menjadi asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt 

servanda, asas itikad baik, asas konsensualisme, prinsip private of 

contract, asas persamaan kontrak dan asas itikad baik.
93

 

Keseluruhan asas itu harus secara bersama-sama diwujudkan dalam 

setiap perjanjian. Masing-masing harus mempunyai kedudukan yang 

besar, tidak boleh ada salah satu asas yang diunggulkan. Ketidak 

sederajatan perwujudan asas- asas akan mengakibatkan perjanjian yang 

tidak fair atau tidak sehat. Diunggulkannya salah satu asas akan 

mengakibatkan asas yang lainnya tenggelam sehingga akan merugikan 

salah satu pihak.
94
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Seringkali terjadi kesalahan persepsi berbagai kalangan mengenai 

eksistensi kontrak, khususnya mengenai pertanyaan, apakah suatu kontrak 

itu seimbang atau tidak seimbang (berat sebelah). Banyak pihak dengan 

mudah terjebak untuk menyatakan suatu kontrak itu berat sebelah atau 

tidak seimbang, hanya sekedar mendasarkan pada perbedaan status 

masing-masing pihak yang berkontrak. Misalnya dengan sekedar 

memperhatikan perbedaan latar belakang para pihak yang berkontrak 

(Barat – Timur, asing – domestik, bank – nasabah, produsen – konsumen), 

kemudian secara sumir menyatakan kontrak tersebut berat sebelah dengan 

asumsi terdapat bargaining position yang berbeda. Pandangan tersebut 

tidak seluruhnya salah, bahkan dalam beberapa hal harus diakui bahwa 

dalam suatu kontrak sering terdapat ketidakseimbangan dan ketidakadilan 

manakala terdapat bargaining position yang berbeda, khususnya apabila 

terkait dengan kontrak konsumen. Namun demikian, kiranya akan lebih 

fair dan obyektif apabila menilai keberadaan suatu kontrak terutama 

dengan mencermati substansinya, serta kategori kontrak yang 

bersangkutan.
95

  

Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan 

dalam tiga macam, yaitu : a. perjanjian untuk melakukan pekerjaan 

tertentu; b. perjanjian kerja/perburuhan; c. perjanjian pemborongan 

pekerjaan.
96

 

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu di mana suatu 

pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan 

untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, 

sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama 

sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah 

seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga 

sudah memasang tarip untuk jasanya itu. Upahnya biasanya dinamakan 

honorarium. Dalam golongan ini lajimnya dimasukan antara lain 
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hubungan antara seorang pasien dengan seorang dokter yang jasanya di 

minta untuk menyembuhkan suatu penyakit, atau juga hubungan seorang 

pengacara dengan kliennya.
97

 

Dalam perjanjian kerja/perburuhan dimasukan perjanjian antara 

seorang “buruh” dengan seorang “majikan” perjanjian mana ditandai oleh 

ciri-cirinya : adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan 

adanya suatu “hubungan di peratas”
98

, di mana seorang buruh bekerja di 

bawah perintah majikannya. 

Perjanjian kerja merupakan salah satu jenis dari perjanjian yang 

bernama yang diatur dalam buku ketiga Burgerlijk Wetboek voor 

Indonesie (selanjutnya disingkat dengan B.W.), diumumkan dengan 

Maklumat tanggal 30 April 1847, S. 1847-23. B.W. mengatur tentang 

perikatan.
99

 Perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh akan menimbulkan hubungan kerja di antara keduanya. 

Menurut Prof Imam Soepomo, hubungan kerja adalah hubungan antara 

seseorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi 

setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat 

dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja 

dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh 

dengan memberi upah.
100

 

Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa 

hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan 

perintah. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur hubungan kerja terdiri 

atas para pihak sebagai subyek (pengusaha dan pekerja/buruh), perjanjian 
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kerja, adanya pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian landasan 

hubungan kerja karena adanya adanya perjanjian kerja.
101

 

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara seorang buruh dan 

seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu upah 

atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan 

diperantas (dienstverhoeding), di mana pihak majikan berhak memberikan 

perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.
102

 

Sedangkan Yunus Shamad berpendapat bahwa perjanjian kerja 

adalah suatu perjanjian di mana seorang mengikatkan diri untuk bekerja 

pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan 

syarat-syarat yang diperjanjikan atau disetujui bersama.
103

  

Berdasarkan pasal 1601 a KUH Perdata, didefinisikan perjanjian 

kerja sebagai suatu persetujuan bahwa pihak ke satu, yaitu buruh 

mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu 

majikan dengan upah selama waktu tertentu. 

Pengertian perjanjian kerja dalam pasal 1601a tersebut di atas 

terkesan hanya sepihak saja, yaitu hanya buruh yang mengikatkan diri 

untuk bekerja pada majikan (pengusaha). Prof Soepomo berpendapat 

bahwa perjanjian kerja seharusnya adalah suatu perjanjian di mana pihak 

yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain 

(majikan) selama waktu tertentu dengan menerima upah dan pihak lain 

(majikan) mengikatkan diri untuk mempekerjakan pihak yang satu (buruh) 

dengan membayar upah.
104

 
 
 

Undang-undang Ketenagakerjaan sendiri mendefinisikan perjanjian 

kerja sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 
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Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.



 

 

                                                                                 Universitas Indonesia 

35 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para 

pihak.
105

  

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada 

perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian 

penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat 

diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai  

berikut
106

 :
 
 

1.  dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 

2. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 

kerja; 

3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; 

4. tidak menghambat proses produksi secara langsung. 

 

Perjanjian pemborongan pekerjaan dapat ditemukan pengaturannya 

baik dalam KUH Perdata maupun dalam UUK, meskipun tidak semuanya 

mengatur hal yang sama.
107

  

Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan menurut Pasal 1601 

b KUH Perdata adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si 

pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan 

bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu 

harga yang ditentukan. Pengertian secara definitif seperti ini memang tidak 

ada dalam UUK. Akan tetapi, bila dilihat dari pasal-pasalnya, perjanjian 

pemborongan dalam UUK juga mengandung makna konstruksi hukum 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam pengertian perjanjian pemborongan 

dalam KUH Perdata ini.
108
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Republik Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 14. 

106
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Menurut R. Subekti perjanjian “pemborongan pekerjaan” adalah 

suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) 

dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), di mana pihak 

pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak 

lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.
109

 

Dalam hal pekerjaan yang diborongkan, menurut Pasal 1604 KUH 

Perdata ada dua jenis yaitu : pertama, dimana si pemborong diwajibkan 

memberikan bahan untuk pekerjaan tersebut; dan kedua, dimana si 

pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja.
110

  

UUK tidak memberikan pengertian secara definitif mengenai 

perjanjian penyediaan jasa. UUK hanya mengatur mengenai syarat-syarat 

untuk dapat dilaksanakannya penyediaan jasa pekerja/buruh. Dalam 

penyediaan jasa pekerja/buruh ini, pekerjaan yang diserahkan oleh 

pemberi pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa, dilakukan oleh 

perusahaan penyedia jasa dengan menempatkan pekerja/buruh yang 

direkrutnya di tempat perusahaan pemberi pekerjaan. Mengenai hal ini ada 

pendapat yang mengatakan bahwa penyediaan jasa pekerja/buruh 

merupakan pengerahan sejumlah tenaga kerja oleh sebuah perusahaan 

untuk diserahkan kepada perusahaan pengguna jasa tenaga kerja.
111

 

Berkaitan dengan penyediaan jasa pekerja/buruh ini, setidaknya 

terdapat jenis konstruksi hukum yang hampir sama (mirip), yaitu 

konstruksi hukum yang berkaitan dengan perjanjian melakukan jasa-jasa 

tertentu sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.
112

 Yang dimaksud 

dengan perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa adalah perjanjian 
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dimana pihak yang satu menghendaki agar pihak yang lain melakukan 

suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.
113

  

Adapun isi perjanjian penyediaan jasa memuat sekurang-kurangnya 

: a) jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan 

penyedia jasa; b) penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a), hubungan kerja yang terjadi adalah 

antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan 

perusahaan penyedia jasa, sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, 

syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; c) penegasan bahwa perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis 

pekerjaan yang terus menerus ada di perusahan pemberi kerja dalam hal 

terjadi penggantian perusahaan penyedia pekerja/buruh.
114

 

Dalam hal penyelenggaraan penyediaan jasa, perusahaan penyedia 

jasa bertanggungjawab mulai dari perekrutan, pelatihan, penempatan 

hingga pemberhentian. Oleh karena itu, perusahaan ini ditentukan harus 

berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab 

di bidang ketenagakerjaan.
115

  

Selanjutnya, diatur pula bahwa perjanjian penyediaan jasa tersebut 

harus didaftarkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan.
116

 Hal ini penting karena bila tidak dilakukan 

pendaftarannya, maka dapat dilakukan pencabutan ijin operasional dari 

perusahaan penyedia jasa yang bersangkutan.
117

 Namun demikian, tidak 

berarti bahwa perjanjian penyediaan jasa tersebut tidak sah, karena untuk 

                                                 
113

Mohd. Syaufii Syamsuddin, op. cit., hlm. 85       

114
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Keputusan Menteri 

Tentang Perijinan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, Pasal 4.         

115
Republik Indonesia, Undang Undang Ketenagakerjaan, Pasal 66 ayat (3).           

116
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Keputusan Menteri 

Tentang Perijinan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, Pasal 5 ayat (1).   

117
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Keputusan Menteri 

Tentang Perijinan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, Pasal 7 ayat (1).  

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.



 

 

                                                                                 Universitas Indonesia 

38 

sahnya suatu perjanjian tidak tergantung dari ada/tidanya pendaftaran, 

tetapi lebih pada adanya kesepakatan para pihak dan syarat-syarat lainnya 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
118

  

Menurut Prof. Dr. Aloysius Uwiyono,  konstruksi hukum system 

Outsourching yaitu adanya suatu perusahaan penyedia jasa pekerja 

merekrut calon pekerja untuk ditempatkan di perusahaan pengguna. Jadi di 

sini diawali suatu hubungan hukum atau suatu perjanjian antara 

perusahaan penyedia jasa pekerja dengan perusahaan pengguna pekerja. 

Perusahaan penyedia jasa pekerja mengikatkan dirinya untuk 

menempatkan pekerja di perusahaan pengguna, dan perusahaan pengguna 

mengikatkan dirinya untuk menggunakan pekerja tersebut. Berdasarkan 

perjanjian penempatan tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja 

akan mendapatkan sejumlah uang dari pengguna. Selain itu juga 

dipersyaratkan juga adanya hubungan kerja antara perusahaan penyedia 

jasa pekerja dengan pekerjanya.
119

  

Dari mekanisme outsourcing di atas, maka dapat dilihat bahwa 

terdapat 2 (dua) tahapan perjanjian yang dilalui dalam pelaksanaan 

kerjasama penyedia jasa outsourcing ini, yaitu sebagai berikut :
 120

  

1. Perjanjian antara pengguna jasa outsourcing dengan perusahaan 

penyedia jasa outsourcing (perusahaan outsourcing). Perjanjian ini 

merupakan perjanjian kerjasama penyedia jasa pekerja yang harus 

dibuat secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat
121

 : 

a. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari 

perusahaan jasa; 
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b. Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana 

dimaksud  huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara 

perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan  

perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan upah dan 

kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul 

menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 

c. Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa/buruh bersedia 

menerima pekerja/buruh di perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 

sebelumnya untuk jenis-jenis pekerja yang terus menerus ada di 

perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi penggantian 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 

2. Perjanjian kerja antara perusahaan penyedia pekerja/buruh dengan 

pekerja. Perjanjian kerja ini harus dibuat secara tertulis dan 

ditandatangani oleh para pihak dan harus memenuhi syarat sebagai 

berikut
122

 : 

a. Adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan 

penyedia jasa pekerja atau buruh; 

b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah 

perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan 

dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara 

tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak; 

c. Perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun 

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh. 

Secara logis, perjanjian kerja antara pekerja outsourcing dengan 

perusahaan outsourcing akan mengikuti jangka waktu perjanjian antara 

perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing. 

Hal ini tentunya dimaksudkan apabila perusahaan pengguna jasa 

outsourcing hendak mengakhiri perjanjiannya dengan perusahaan 
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outsourcing, maka pada waktu yang bersamaan, berakhir pula kontrak 

antara pekerja dengan perusahaan outsourcing, dengan demikian bentuk 

perjanjian kerja yang biasa digunakan dalam outsourcing adalah PKWT. 

Bentuk perjanjian kerja ini tampaknya dipandang cukup fleksibel bagi 

perusahaan pengguna jasa outsourcing, karena lingkup pekerjaannya yang 

berubah-ubah sesuai dengan perkembangan perusahaan.
123

 

Sebagaimana perjanjian kerja pada umumnya, perjanjian kerja waktu 

tertentu (PKWT) harus memenuhi syarat-syarat pembuatan, baik syarat 

materiil maupun syarat formil. Dalam UU Ketenagakerjaan syarat materiil 

diatur dalam Pasal 52, Pasal 55, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60, 

sedangkan syarat formil diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 57.  

Seperti dalam Pasal 58 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diatur bahwa 

PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Jadi, jika 

ada PKWT yang mensyaratkan masa percobaan dalam PKWT tersebut 

batal demi hukum. Akibat hukumnya PKWT tersebut menjadi PKWTT. 

Sedangkan secara formil pembuatan PKWT harus memuat sekurang-

kurangnya (Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan) yaitu: 

a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha; 

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 

c. Jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. Tempat pekerjaaan; 

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh.
124

 

g. Mulai dari jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. Tempat dan lokasi perjanjian kerja dibuat, dan 

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

                                                 
123

Libertus Jehani, Hak-hak Pekerja Bila di PHK, cet.1 (Tangerang: Visi Media, 2006) 

hal. 5 
124

 Syarat kerja adalah hak dan kewajiban yang belum diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Sedangkan norma kerja adalah hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.  

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.



 

 

                                                                                 Universitas Indonesia 

41 

Ada 3 jenis PKWT ditinjau dari dapat tidaknya dilakukan 

perpanjangan atau pembaharuan, yaitu : a) PKWT yang dapat 

diperpanjang dan diperbaharui, meliputi PKWT yang didasarkan atas 

jangka waktu tertentu yaitu dapat diadakan maksimal 2 tahun
125

; b) PKWT 

yang dapat diperpanjang tetapi tidak dapat diperbaharui, meliputi PKWT 

untuk pekerjaan yang bersifat musiman
126

 dan PKWT untuk pekerjaan 

yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan
127

; c) PKWT yang 

tidak dapat diperpanjang tetapi dapat diperbaharui, meliputi PKWT untuk 

pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang 

penyelesaiannya paling lama 3 tahun.
128

  

Perihal status perpanjangan dan pembaharuan PKWT dapat diperiksa 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Status Perpanjangan dan Pembaharuan PKWT
129

 

 

 

NO. 

 

 

JENIS PKWT 

 

PERPANJANGAN 

 

PEMBAHARUAN 

1. PKWT untuk pekerjaan yang 

sekali selesai atau sementara 

sifatnya 

Tidak dapat Dapat 

2. PKWT untuk pekerjaan yang 

bersifat musiman 

Tidak dapat Tidak dapat 

3. PKWT untuk pekerjaan yang 

berhubungan dengan produk 

baru 

Dapat 1 kali (paling 

lama 1 tahun) 

Tidak dapat 

4. Perjanjian Kerja Harian Lepas Tidak dapat Tidak dapat 

 

Beberapa prinsip perjanjian kerja waktu tertentu yang perlu 

diperhatikan antara lain: 
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a. Harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan  huruf latin 

minimal rangkap dua. Apabila dibuat dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa asing dan terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku bahasa 

Indonesia.
130

  

b. Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan 

sifat dan kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
131

 

c. Paling lama tiga tahun, termasuk jika ada perpanjangan atau 

pembaharuan.
132

 

d. Pembaharuan PKWT dilakukan setelah tenggang waktu tiga puluh hari 

sejak berakhirnya perjanjian.
133

 

e. Tidak dapat diadakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap.
134

 

f. Tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
135

 

g. Apabila prinsip-prinsip tersebut di atas dilanggar, maka secara hukum 

PKWT menjadi PKWTT.
136
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2.3  Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi 

Pemerintah  

2.3.1 Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan 

Keppres 80 Tahun 2003 dan Perubahannya 

Kontrak pengadaan merupakan salah satu jenis kontrak 

yang rutin dilakukan pemerintah untuk memenuhi aneka kebutuhan 

dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Obyek pengadaan 

sangat beragam seiring dengan perkembangan jaman. Demikian 

pula metode yang digunakan dalam melakukan pengadaan dan 

jenis hubungan hukum yang dibentuk. Pengadaan juga merupakan 

proses yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan yang diawali 

penentuan kebutuhan sampai pada pembayarannya kepada 

pemasok atau kontraktor. Di dalamnya terdapat syarat, prosedur 

dan standar tertentu yang harus dipenuhi.
137

  

Kontrak pengadaan barang dan jasa mempunyai fungsi 

penting dalam pembangunan perekonomian Negara karena di 

samping bersifat rutin dan melibatkan keuangan Negara yang 

jumlahnya sangat besar, kebijakan di sektor pengadaan merupakan 

bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Kontrak pengadaan 

yang dibuat oleh pemerintah Indonesia selalu dikaitkan dengan 

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan 

produksi dalam negeri. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah 

dengan demikian tidak saja untuk mencukupi tersedianya barang 

dan jasa atau pembangunan fisik, tetapi juga berfungsi untuk 

mendorong laju pertumbuhan industri dalam negeri. Kontrak 

pengadaan di Indonesia juga diarahkan guna peningkatan peran 

serta usaha kecil dan koperasi, misalnya dengan memberikan 

peluang melalui subkontrak. Kontrak pengadaan dengan demikian 
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dapat pula digunakan sebagai instrument penerapan kebijakan 

pemerintah dalam rangka pemberdayaan usaha kecil.
138

 

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah 

terlibat berbagai jenis bidang hukum. Di dalam jenis kontrak ini 

tidak saja terkait bidang Hukum Perdata dan Hukum Administrasi, 

tetapi juga Hukum pidana. Apabila Hukum Perdata terkait dengan 

sifat keperdataan, khususnya perikatan sebagai akibat hubungan 

kontraktual yang terbentuk oleh pemerintah dengan pihak swasta, 

dan Hukum Administrasi terkait dengan kewenangan dan prosedur 

dalam tahap pembentukan kontrak, dan Hukum Pidana dalam hal 

ini terkait dengan sanksi pidana sebagai akibat adanya pelanggaran 

terhadap ketentuan yang menyangkut keuangan Negara.
139

 

Dalam kontrak pemerintah, transparansi dan akuntabilitas 

merupakan prinsip hukum yang bekerja dalam tahap pembentukkan 

dan tahap pelaksanaan kontrak, bersama-sama dengan prinsip 

kontrak privat. Agar prinsip ini dapat digunakan secara kongkrit 

perlu penjabaran lebih lanjut dalam aturan hukum, yakni undang-

undang berikut peraturan pelaksanaannya. Sampai sejauh ini kita 

belum mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur 

kontrak pemerintah.  Instrumen hukum yang menjadi landasan 

kontraktualisasi berserak dalam berbagai perraturan perundang-

undangan. Dasar hukum yang utama adalah Buku III Burgerlijk 

Wetboek (BW). Kebebasan berkontrak karenanya  merupakan 

prinsip Hukum Kontrak yang fundamental bagi pemerintah dalam 

mengikatkan diri ke dalam suatu hubungan kontraktual.
140

  

Prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut digunakan 

sebagai upaya untuk melakukan kontrol terhadap keabsahan dalam 

tahap pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Terbukanya akses 

                                                 
138

Ibid, hlm. 5-6  

139
Ibid, hlm. 125  

140
Yohannes Sogar Simamora, “Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Kontrak (Bag 

I)”op.cit 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.



 

 

                                                                                 Universitas Indonesia 

45 

atas informasi menyangkut pengadaan yang akan dilakukan 

pemerintah memungkinkan publik melakukan pengawasan pada 

setiap tahapan pengadaan, yakni mulai dari tahap penyusunan 

anggaran, penyusunan dokumen pengadaan, tahap pelelangan, 

penyusunan kontrak sampai pada tahap serah terima 

barang/pekerjaan.  Penerapan prinsip transparansi secara konsisten 

dalam kontrak pengadaan akan menghasilkan barang/jasa 

proporsional  dengan uang yang dibelanjakan oleh pemerintah. 

Dengan demikian hasil suatu pengadaan  akan dapat 

dipertanggung- jawabkan (akuntabel)  jika prosesnya dilakukan 

secara transparan dan memenuhi semua ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.
 141

  

Prinsip ini mengandung limitasi yang tidak boleh dilanggar. 

Pelanggaran terhadap limitasi itu akan membawa implikasi dalam 2 

(dua) hal, yakni: dari perspektif hukum privat menjadi batal demi 

hukum (nietig van rechtswege) dan dari segi hukum publik dapat  

diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi jika pelanggaran itu 

mengakibatkan kerugian negara. Limitasi itu dapat kita jumpai 

dalam Pasal 1337 BW, yang menentukan bahwa suatu sebab adalah 

terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan 

dan ketertiban umum. Dalam konteks kontrak pemerintah, limitasi 

dimaksud adalah semua aturan hukum yang mengikat pemerintah 

dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian kata 

“undang-undang” dalam konteks ini dipahami dalam pengertian 

materiil, yakni semua aturan yang dibuat oleh organ penguasa yang 

berwenang  membuatnya.
142

  

Proses pengadaan barang ataupun jasa dalam institusi 

pemerintah tidak semudah pengadaan di institusi swasta. Seluruh 

pengadaan barang yang pembiayaannya melalui APBN/APBD, 
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baik sebagian atau keseluruhan, harus mengacu kepada aturan yang 

berlaku.
143

  

Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadi payung 

bagi pemerintah dalam membuat kontrak terutama adalah Undang-

Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 

17/2003) dan  Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004). Inilah dua undang-

undang yang menjadi instrumen pokok dalam melindungi 

keuangan dan atau aset negara. Jika titik berat undang-undang yang 

pertama  mengatur perihal penyusunan, penetapan, pengelolaan dan 

pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja 

negara/daerah maka undang-undang yang kedua difokuskan pada 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang 

ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja 

negara/daerah.
144

 

Karena kontrak  merupakan salah satu instrumen dalam 

pengelolaan keuangan negara maka UU No. 1/2004 menjadi 

landasan hukum yang bersifat operasional dan utama bagi 

pemerintah. Di samping itu, undang-undang ini sekaligus menjadi 

payung hukum  bagi pemerintah dalam membuat aturan hukum 

(delegated legislation)
145

 guna pelaksanaan pengelolaan keuangan 

negara, termasuk yang terkait dengan kontrak, baik kontrak 

pengadaan maupun kontrak non-pengadaan.  

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Keppres No. 80/2003) merupakan satu di antara landasan hukum 

bagi kontrak pengadaan, sedangkan salah satu contoh dasar hukum 
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bagi kontrak non-pengadaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 

No. 6/2006).
146

 

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada instansi 

Pemerintah dulunya di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 

tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa 

Instansi Pemerintah.  

Maksud ditetapkannya Keputusan Presiden ini adalah untuk 

mengatur pengguna barang/jasa (termasuk perencana, pelaksana 

dan pengawas), dan penyedia barang/jasa sesuai dengan tugas, 

fungsi, hak dan kewajiban serta peranan masing-masing pihak 

dalam proses pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah.
147

 

Sedangkan Tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk 

memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan Instansi Pemerintah 

dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat 

dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara 

efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang 

berlaku.
148

 

Keputusan Presiden ini kemudian diganti dengan Keputusan 

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari segi substansi, Keppres 

ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari 

Keppres No. 18/2000. Apa yang diatur dalamnya lebih lengkap 

dibandingkan dengan Keppres No. 18/2000 dan sistematikanya 

disusun berdasarkan alur proses pelaksanaan pengadaan. Di 

samping itu, Keppres No. 80/2003 memisahkan aturan pengadaan 

yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dengan pengadaan 

yang dilaksanakan dengan swakelola. Aturan yang lebih teknis 
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guna pelaksanaan Keppres ini dijabarkan lebih lanjut dalam bagian 

Lampiran Keppres ini.
149

 

Ketentuan dalam Keppres 80/2003 pada dasarnya mengatur 

tata cara pengadaan pemerintah. Secara sederhana, apabila 

dikembalikan dalam transaksi jual beli, maka Pemerintah adalah 

pembeli barang/jasa yang disediakan oleh penyedia barang/jasa 

sebagai penjual. Pemerintah, sebagai pembeli, diwakili oleh para 

aparatnya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai 

bagian dari pengendalian internal dari kegiatan pemerintahan, tidak 

ada satu pihak pun dari unsur aparat pemerintah yang terlibat dalam 

seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa. Meskipun 

demikian, bukan berarti penyedia barang/jasa harus berinteraksi 

dengan banyak 'meja' dalam rangkaian pengadaan, karena pedoman 

pengadaan barang/jasa telah disusun dengan mempertimbangkan 

faktor efisiensi bagi masyarakat secara umum. Penyedia 

barang/jasa hanya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan 

kontrak, dan pembayaran akan dilaksanakan langsung dari rekening 

kas negara ke rekening penyedia barang/jasa.
150

 

Keppres 80/2003 yang diterbitkan pada tahun 2003 sampai 

dengan saat ini telah mengalami 7 kali perubahan untuk 

mengantisipasi perkembangan setelah ditetapkannya Keppres 

tersebut. Perubahan signifikan menyangkut pengertian terutama 

dipengaruhi oleh ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya dalam tulisan ini 

dan tulisan berikutnya ditulis UU 1/2004). Muara dari pengadaan 

barang/jasa adalah pengeluaran belanja pemerintah yang 

merupakan domain dari Perbendaharaan Negara, oleh karena itu 

substansi Keppres 80/2003 harus mengikuti perkembangan dan 
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menyesuaikan dengan materi UU 1/2004 yang ditetapkan 

belakangan. Penyempurnaan substansi pengertian ini ditetapkan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
151

  

Perubahan-perubahan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 

terjadi baik yang menyangkut aturan pengadaan maupun kontrak 

pengadaanya. Pada aspek pengadaan perubahan itu meliputi 

kebijakan, sistem pengadaan dan metoda pelaksanaan pengadaan, 

ruang lingkup, tugas pokok pengguna barang/jasa, panitia 

pengadaan serta persyaratan penyedia barang/jasa. Sementara itu, 

pada aspek kontrak pengadaan, Keppres ini juga memuat beberapa 

perubahan penting, yaitu tentang isi dan jenis kontrak, 

penandatangan kontrak, perubahan berikut penghentian dan 

pemutusan kontrak.
152

 

Dalam pasal 1 poin 1 Keppres 80 Tahun 2003 disebutkan 

bahwa Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan 

barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang 

dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia 

barang/jasa.
153

 Sebagai konsekwensi dari pembiayaan oleh 

APBN/APBD, maka pengadaan barang/jasa merupakan rangkaian 

dari siklus pelaksanaan APBN/APBD. Sepanjang belum disahkan 

atau dialokasikan dalam APBN/APBD, maka pengadaan 

barang/jasa pemerintah tidak dapat dilaksanakan. Pengadaan 

barang/jasa juga dapat dipengaruhi oleh perubahan atas 
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APBN/APBD dalam arti pelaksanaanya menunggu pengesahan 

perubahan APBN/APBD.
154

 

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: a. 

efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan  dana dan daya  yang terbatas  untuk mencapai 

sasaran  yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan 

dapat dipertanggungjawabkan; b. efektif, berarti pengadaan 

barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan  yang  telah   ditetapkan  

dan  dapat  memberikan  manfaat yang sebesar-besarnya sesuai 

dengan sasaran yang ditetapkan; c. terbuka dan bersaing, berarti 

pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa 

yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan 

yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan 

memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang jelas dan transparan;   d. transparan, berarti semua 

ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, 

termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, 

hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya 

terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi 

masyarakat luas pada umumnya; e. adil/tidak diskriminatif, berarti 

memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia 

barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada 

pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; f. akuntabel, 

berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun 

manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan 

dan pelayanan  masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta 

ketentuan  yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
155
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Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara swakelola 

artinya adalah pekerjaan yang direncanakan, diawasi sendiri oleh 

pelaksana swakelola. Ada tiga pihak yang dapat menjadi pelaksana 

swakelola, yaitu pengguna barang/jasa (instansi yang memiliki 

anggaran untuk kegiatan tersebut), instansi pemerintah lain dan 

kelompok masyarakat/lembaga swadana masyarakat penerima 

hibah. Dapat diartikan bahwa pengadaan barang/jasa secara 

swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh 

lembaga sektor publik atau nirlaba. Apabila pekerjaan swakelola 

memerlukan tenaga ahli, maka syarat menjadi pelaksana swakelola 

adalah memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 50% dari jumlah 

tenaga ahli yang dibutuhkan.
156

 

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh penyedia 

barang/jasa artinya pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh badan 

usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya 

menyediaan barang/layanan jasa. Dapat diartikan bahwa pengadaan 

barang/jasa oleh penyedia barang/jasa adalah pengadaan 

barang/jasa yang dilaksanakan oleh lembaga swasta. Syarat bagi 

kalangan swasta (baik badan hukum maupun orang perseorangan) 

untuk menjadi penyedia barang/jasa adalah memenuhi aspek 

legalitas, keahlian dan perpajakan pada saat dilakukan penilaian 

kualifikasi.
157

 

Memenuhi aspek legalitas dalam artian penyedia 

barang/jasa dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak 

pailit atau dalam pengawasan pengadilan, mempunyai kapasitas 

menandatangani kontrak, tidak termasuk dalam daftar hitam dan 

memiliki domisili yang tetap dan jelas. Memenuhi aspek keahlian 

artinya penyedia barang/jasa memiliki pengalaman, memiliki 

kemampuan teknis dan manajerial, pernah memperoleh pekerjaan 
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baik di lingkungan pemerintah maupun swasta (kecuali untuk 

penyedia barang/jasa yang berdiri kurang dari 3 tahun dan penyedia 

barang/jasa orang perseorangan) serta memiliki sumber daya 

manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam 

pengadaan barang/jasa. Memenuhi aspek perpajakan artinya 

penyedia barang/jasa sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 

terakhir yang dibuktikan dengan fotocopy tanda terima 

penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 

tahun terakhir dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 

29.
158

 

Pengertian barang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 

angka 11 Keppres 80 Tahun 2003 adalah benda dalam berbagai 

bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, 

barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh 

pengguna barang dan jasa. Pengertian ini telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ke 

Empat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang 

menyatakan bahwa Barang adalah benda dalam berbagai bentuk 

dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang 

jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. 

Sedangkan dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 di jelaskan bahwa pengertian barang adalah setiap 

benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun 

tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 

atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

Pengertian jasa dalam Keppres 80 Tahun 2003 meliputi jasa 

pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya.
159
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Dalam pasal 1 angka 12 Keppers 80 Tahun 2003 dijelaskan 

bahwa Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan 

konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan 

spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta  

pelaksanaannya  diawasi oleh pengguna barang/jasa. Batasan Jasa 

pemborongan inipun telah diubah dengan Perpres Nomor 8 tahun 

2006 yang menyatakan bahwa Jasa Pemborongan adalah layanan 

pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang 

perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat 

Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses 

serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 

Pengertian Jasa konsultasi dirumuskan dalam pasal 1 angka 

13 Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Jasa 

Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam 

berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa 

pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam 

rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk 

piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka 

acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa. Pengertian jasa 

konsultasipun telah diubah dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 

yang menyatakan bahwa Jasa Konsultansi adalah layanan jasa 

keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa 

perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa 

pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu 

yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara 

sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan 

Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna 

Anggaran.  

Secara garis besar, tahapan pengadaan barang dan jasa pada 

instansi pemerintah adalah perencanaan, pembentukan panitia, 

prakualifikasi/paskakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen 

lelang, pengumuman lelang, pengambilan dokumen lelang, 
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penyusunan harga perkiraan sendiri, penjelasan (aanwijzing), 

penyerahan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, 

pengumuman calon pemenang, sanggahan peserta lelang, 

penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak dan 

penyerahan barang dan jasa pemerintah.
160

  

Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang akan 

dilaksanakan merupakan kewajiban pengguna barang/jasa. Rencana 

itu meliputi pemaketan pekerjaan, jadual pelaksanaan, biaya 

pengadaan dan pelaksanaan pengadaan. Sedangkan perencanaan 

pengadaan barang dan jasa dengan swakelola meliputi perencanaan 

kegiatan, penyusunan kerangka acuan kerja swakelola, jadual 

pelaksanaan pekerjaan/kegiatan, penyusunan rencana biaya 

pekerjaan/kegiatan dan pelaksanaan kegiatan oleh 

masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.
161

 

Panitia pengadaan wajib di bentuk untuk semua pengadaan 

dengan nilai di atas Rp50.000.000,00.
162

 Salah satu syarat untuk 

dapat menjadi anggota panitia pengadaan adalah harus memiliki 

sertifikat keahlian, yaitu tanda bukti pengakuan atas kompetensi 

dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa 

pemerintah.
163

  Ada tiga aspek yang harus dikuasai oleh anggota 

panitia, yaitu : tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan 

yang bersangkutan dan hukum kontrak/perjanjian.
164

 

Apabila di institusi itu tidak ada orang yang memahami 

mengenai substansi, maka disilakan untuk mengambil orang dari 
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161
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Pemerintah, op. cit Bab I huruf A Lampiran I   

162
Ibid, Pasal 10 ayat (1)   

163
Ibid, Pasal 10 ayat (4) huruf f jo. Pasal 1 angka 15. Syarat mutlak untuk menjadi 

panitia pengadaan harus memiliki sertifikat khusus yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), dengan ujian tertulis.   

164
Ibid, Bab I huruf B angka 2 Lampiran I   

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.

http://www.lkpp.go.id/v2/
http://www.lkpp.go.id/v2/


 

 

                                                                                 Universitas Indonesia 

55 

unit/institusi lain. Contoh, sebuah institusi hendak mengadakan 

perangkat server dan kelengkapannya, sedangkan di institusi itu 

tidak ada seorangpun yang memahami tentang server, maka dapat 

mengambil panitia dari bagian data atau institusi yang menangani 

TI.
165

 

Panitia atau pejabat pengadaan diwajibkan mengumumkan 

secara luas tentang adanya pelelangan dengan pascakualifikasi atau 

prakualifikasi baik melalui media cetak, papan pengumuman resmi 

atau media elektronik. Untuk pelelangan  atau prakualifikasi yang 

ditujukan bagi usaha kecil dan koperasi kecil jangkauan publikasi 

itu meliputi seluruh daerah kabupaten atau kota, sedangkan untuk 

perusahaan atau koperasi yang tidak masuk kategori kecil, 

publikasi itu menjangkau wilayah nasional.
166

 Substansi dalam 

pengumuman itu setidaknya memuat : nama dan alamat pengguna 

barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan, uraian singkat 

mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan 

dibeli, perkiraan nilai pekerjaan, syarat-syarat peserta lelang dan 

tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil dokumen 

pengadaan. Kadang ditentukan juga bahwa calon peserta lelang 

dari propinsi, kabupaten atau kota lain tidak boleh dihalangi dalam 

mengikuti proses lelang di daerah lain.
167

 

Kemampuan seseorang sebagai panitia pengadaan/pejabat 

pengadaan terkait tentang penguasaan atas penguasaan Hukum 

Perjanjian/kontrak menunjukan bahwa Keppres ini menempatkan 
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aspek kontrak sebagai bagian yang sangat penting dalam 

keseluruhan proses pengadaan.
168

 

Metode penilaian terhadap kualifikasi ini terdiri atas 2 

metode, yaitu Prakualifikasi dan Pascakualifikasi.  

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan 

kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap 

perusahaan sebelum memasukan dokumen penawaran.
169

 Artinya, 

hanya perusahaan yang memenuhi kualifikasi-lah yang dapat 

memasukkan penawaran. Secara umum proses prakualifikasi 

meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen 

prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi 

dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan 

pengadaan yang lulus prakualifikasi dan pengumuman 

prakualifikasi.
170

 Metode ini biasanya dilaksanakan untuk 

pelelangan yang bersifat kompleks (termasuk pelelangan diatas 50 

M).
171

  

Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan 

kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap 

perusahaan setelah memasukan dokumen penawaran.
172

 Pada 

umumnya, prinsip pelelangan menggunakan proses ini (kecuali 

Jasa Konsultasi yang wajib menggunakan Prakualifikasi). Bahkan 

untuk pelelangan umum untuk pengadaan barang/jasa 
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pemborongan/jasa lainnya, sifatnya adalah wajib (kecuali yang 

bernilai di atas 50M).
173

 

Proses paskakualifikasi secara umum meliputi pemasukan 

dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan 

terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta 

cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.
174

 

Metode pemilihan penyedia barang dan jasa untuk 

pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, metode 

pemilihannya terbagi atas 4 (empat) jenis, yaitu: Metode 

Pelelangan Umum, Metode Pelelangan Terbatas, Metode Pemilihan 

Langsung dan Metode Penunjukan Langsung. 

Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia 

barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman 

secara luas melalui media massa dan  papan pengumuman resmi 

untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha 

yang  berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
175

 

Metode inilah yang merupakan prinsip utama pengadaan barang, 

yaitu dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas 

melalui media massa dan papan pengumuman resmi institusi. Biasa 

dilakukan untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 100 Juta.
176

 

Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu 

melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang 

kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan 

dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas 

melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan 
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mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, 

guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/ jasa lainnya 

yang memenuhi kualifikasi.
177

 Secara prinsip, sistem 

pengumumannya sama dengan pelelangan umum, tetapi di dalam 

pengumuman tersebut sudah mencantumkan nama penyedia 

barang/jasa yang dianggap mampu untuk mengerjakan.
178

 

Metode pemilihan langsung adalah pemilihan penyedia 

barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-

banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari 

penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan 

negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan 

minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan 

umum dan bila memungkinkan melalui internet.
179

 Metode ini 

biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bernilai di antara Rp. 50 

Juta sampai Rp. 100 Juta.
180

  

Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan 

penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan 

langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara 

melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh 

harga yang wajar dan secara teknis dapat 

dipertanggungjawabkan.
181
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Dalam metode penunjukan langsung, setelah panitia/pejabat 

pengadaan melakukan prakualifikasi diikuti dengan permintaan 

penawaran dan selanjutnya dilakukan negoisasi baik menyangkut 

segi teknis maupun biaya. Setelah pejabat yang berwenang 

menetapkan penyedia barang/jasa yang ditunjuk maka pengguna 

barang/jasa selanjutnya menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia 

Barang/Jasa.
182

 

 
Perihal kontrak pengadaan barang/jasa dalam Keppres 

80/2003 di atur dalam bab II Bagian Kesebelas dari pasal 29 

sampai dengan pasal 38 yang mengatur mengenai isi kontrak, jenis 

kontrak, penandatanganan kontrak, hak dan tanggung jawab para 

pihak dalam pelaksanaan kontrak, pembayaran uang muka dan 

prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penghentian dan pemutusan 

kontrak, serah terima pekerjaan, sanksi dan penyelesaian 

perselisihan. 

Kontrak pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 

memuat ketentuan sebagai berikut: a. para pihak yang 

menandatangani kontrak yang meliputi  nama, jabatan, dan alamat; 

b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas 

mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan; c. hak 

dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;  d. nilai 

atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; e. 

persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;  f. tempat 

dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual 

waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat 
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penyerahannya;  g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang 

dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan; h. ketentuan 

mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak 

memenuhi kewajibannya; i. ketentuan mengenai pemutusan 

kontrak secara sepihak; j. ketentuan mengenai keadaan memaksa; 

k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi 

kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan; l. ketentuan mengenai 

perlindungan tenaga kerja; m. ketentuan mengenai bentuk dan 

tanggung jawab gangguan lingkungan; n. ketentuan mengenai 

penyelesaian perselisihan.
183

 

Perumusan sekurang-kurangnya mengandung makna para 

pihak dapat mengatur klausula lain selain apa yang telah digariskan 

dalam pasal 29 tersebut. Hal ini penting untuk memberikan 

keleluasaan bagi para pihak, manakala karakter kontrak yang 

dibuat menghendaki demikian. Kontrak pengadaan barang jelas 

berbeda karakternya dengan pengadaan jasa.
184

 

Pengadaan yang nilainya antara Rp 5.000.000,- sampai Rp 

50.000.000,- dituangkan dalam kontrak yang berupa Surat Perintah 

Kerja (SPK). Untuk pengadaan di bawah Rp 5.000.000,00 kontrak 

dituangkan  dalam kuitansi pembayaran dengan materei 

secukupnya. Baik SPK maupun kuitansi tersebut merupakan 

dokumen yang menunjukan adanya hubungan kontraktual antara 

pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa yang tidak 

memerlukan syarat jaminan pelaksanaan.
185

 

Keppres ini membedakan tiga jenis dasar pembentukan 

kontrak pengadaan, yaitu yakni : a. berdasarkan bentuk 

imbalannya; b. jangka waktu pelaksanaannya; c. jumlah pengguna 

barang/jasanya. Berdasarkan bentuk imbalannya maka dikenal 
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kontrak lumpsum, kontrak harga satuan, kontrak gabungan lump 

sum dan harga satuan, kontrak terima jadi (turn key), kontrak 

persentase. Berdasarkan jangka waktunya terdapat dua jenis 

kontrak pengadaan, yaitu kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun 

jamak (multiyears). Sedangkan berdasarkan jumlah pengguna, 

kontrak pengadaan dapat berupa kontrak pengadan tunggal dan 

kontrak pengadaan bersama.
186

 

Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 

(empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat 

keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia 

barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% 

(lima per seratus) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa.
 

187
 Dalam melakukan perikatannya, para pihak sedapat mungkin 

menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan 

pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lainnya.
188

  

Proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan saat ini 

memasuki sebuah babak baru, yaitu dengan mulai diterapkannya 

pengadaan barang/jasa berbasis elektronik atau e-procurement. E-

Procurement atau lelang secara elektronik adalah proses pengadan 

barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan 

perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses 

dan langkahnya.
189

  

Secara umum, e-procurement dapat dilakukan melalui 2 

cara, yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-Tendering adalah 

proses pengadaan barang/jasa yang diikuti oleh penyedia 

                                                 
186

Presiden, Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden 

Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, 

Perpres 70 Tahun 2005, Pasal 1. 

187
Presiden, Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, op. cit, Pasal 31  ayat (1)  

188
Ibid, Pasal 31  ayat (6). 

189
Khalid Mustafa, “Pengadaan barang dan Jasa di Pemerintahan (Bagian IV: E-

Procurement : Apa dan Bagaimana), http://khalidmustafa.info/?p=827, diunduh tanggal 28 

September 2010.  

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.

http://khalidmustafa.info/?p=827


 

 

                                                                                 Universitas Indonesia 

62 

barang/jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran, 

sedangkan E-Purchasing adalah proses pengadaan barang/jasa yang 

dilakukan melalui katalog elektronik. E-Tendering sama persis 

dengan pola pengadaan yang selama ini dilaksanakan secara 

manual, perbedaannya hanya seluruh tahapan dilaksanakan secara 

elektronik, sedangkan E-Purchasing menggunakan cara yang sama 

sekali berbeda. Pengguna barang/jasa tinggal memilih barang/jasa 

yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka serta 

transparan. Katalog ini disusun oleh LKPP melalui sebuah kontrak 

payung kepada Produsen atau penyedia utama, sehingga harga 

yang ditawarkan dipastikan jauh lebih rendah dibandingkan harga 

pasaran.
190

 

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik membutuhkan 

sebuah unit khusus di pemerintahan, unit tersebut bernama 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik disingkat LPSE. LPSE 

inilah yang berfungsi sebagai penghubung antara PPK/Panitia 

dengan Penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi e-procurement. 

LPSE bertugas untuk membangun sistem e-proc, memberikan 

username dan password kepada semua pihak yang terlibat, 

memberikan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat, serta 

menjaga, merawat, dan memperbaiki sistem e-procurement.
191

 

Pada sistem e-proc, ada 2 jenis pendaftaran bagi penyedia 

barang/jasa, pendaftaran pertama adalah pendaftaran untuk 

memperoleh username dan password agar dapat mengikuti seluruh 

pengadaan barang/jasa melalui elektronik. Pendaftaran kedua 

adalah pendaftaran untuk mengikuti paket pengadaan 

barang/jasa.
192
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2.3.2 Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan 

Perppres 54 Tahun 2010 

Pada tanggal 6 Agustus 2010 telah ditetapkan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini maka 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 

Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 

Januari 2011.
193

  

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman 

pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang 

sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang 

baik diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, 

efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan BN/ PBD. 

Selain itu, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman 

pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan 

keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta 

menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa 

dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam 

negeri.
194

  

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa menurut Perpres 54 Tahun 

2010 adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh 

kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi 

lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan 

sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 

                                                 
193
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Barang/Jasa.
195

  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan 

melalui: a. Swakelola; dan/atau b. pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa.
196

  

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana 

pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri 

oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi 

pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
197

 

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa 

dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah 

kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, meliputi: a. peningkatan 

penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri yang sasarannya 

untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam 

negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya 

saing nasional; b. kemandirian industri pertahanan, industri alat 

utama sistem senjata (Alutsista) dan industri alat material khusus 

(Almatsus) dalam negeri; c. peningkatan peran serta Usaha Mikro, 

Usaha Kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam 

Pengadaan Barang/Jasa; d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan 

sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara 

arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan; e. 

Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi 

elektronik; f. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk 

mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan 

Barang/Jasa; g. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan 
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tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan 

proses Pengadaan Barang/Jasa; h. Peningkatan penerimaan negara 

melalui sektor perpajakan; i. Penumbuhkembangan peran usaha 

nasional; j. Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya 

dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam 

negeri; k. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan 

pengembangan dalam negeri; l. Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan 

m. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Institusi 

lainnya kepada masyarakat luas.
198

  

Hal-hal mendasar dalam ketentuan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden ini antara lain 

diperkenalkannya metode pelelangan/seleksi sederhana, pengadaan 

langsung, dan kontes/sayembara dalam pemilihan penyedia 

barang/jasa selain metode pelelangan/seleksi umum dan 

penunjukan langsung. Lebih lanjut, Peraturan Presiden ini juga 

mengatur secara khusus pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus 

Polri yang pengadaannya diutamakan terlebih dahulu berasal dari 

industri strategis dalam negeri, dan pengaturan pengadaan melalui 

sistem elektronik (e-procurement).
199

  

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini meliputi: a. Barang; b. 

Pekerjaan Konstruksi; c. Jasa Konsultansi; dan d. Jasa Lainnya.
200
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Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan 

yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan 

Barang/Jasa.
 201

 ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh 

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
202

  

Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk : a. Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa 

Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah).
203

 Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal 

beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah 

sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
204

  

Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan 

meliputi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. 

menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal 

Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke 

LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. 

menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi 

atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis 

dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. khusus untuk ULP: 

1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa 

untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket 

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
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Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) menyerahkan 

salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4) 

menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; h. 

khusus Pejabat Pengadaan: 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa 

untuk: a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk 

paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

dan/atau b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk 

paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2) menyerahkan 

dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; i. 

membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada 

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan 

j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
205

  

Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai 

negeri,baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
206

 Dapat 

dikecualikan adalah anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi 

lain Pengguna APBN/APBD selain K/L/D/I atau Kelompok 

Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pegawai 

negeri.
207

 

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai 

berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

untuk menjalankan kegiatan/ usaha; b. memiliki keahlian, 

pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan 

Barang/Jasa; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan 
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sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 

terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk 

pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri 

kurang dari 3 (tiga) tahun; e. memiliki sumber daya manusia, 

modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam 

Pengadaan Barang/Jasa; f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan 

melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai 

perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase 

kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; g. 

memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk 

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan 

pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; h. 

memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali 

untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi, i. tidak dalam 

pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak 

sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas 

nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, 

yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani 

Penyedia Barang/Jasa; j. sebagai wajib pajak sudah memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi 

kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki 

laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), 

PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) 

paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. k. secara 

hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada 

Kontrak; l. tidak masuk dalam Daftar Hitam; m. memiliki alamat 

tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.
208

  

Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, 

kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan 
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K/L/D/I.
209

 Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya 

menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia 

Barang/Jasa.
210

  

Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum 

Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka 

kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran 

K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD
211

, dan dilakukan dalam website 

K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
 212

 

K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun 

Anggaran berikutnya/yang akan datang.
213

 

Salah satu perubahan yang cukup besar pada Perpres 

54/2010 adalah perubahan media pengumuman dari media cetak ke 

media elektronik. Pada Keppres 80/2003 pengumuman rencana 

pengadaan dan pengumuman pengadaan dilaksanakan melalui 

Surat Kabar, baik nasional atau propinsi.
214

 

Pada Perpres 54/2010, penayangan pengumuman 

pengadaan di surat kabar menjadi hal yang opsional tergantung 

kebutuhan panitia. Media pengumuman untuk pemilihan penyedia 

barang/jasa sekurang-kurangnya dilakukan melalui Website 

                                                 
209

Ibid, Pasal 19 ayat (3). 

210
Ibid, Pasal 19 ayat (4). Yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan antara lain:a. 

Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana menjadi Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi atau menjadi konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik yang 

direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak 

Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. b. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan 

pengawas menjadi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang diawasi, 

kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan 

Pekerjaan Terintegrasi. 

211
Ibid, Pasal 25 ayat (1).  

212
Ibid, Pasal 25 ayat (3).  

213
Ibid, Pasal 25 ayat (4).  

214
Khalid Mustafa, “Pengumuman Pengadaan Menurut Perpres 54/2010,” 

http://khalidmustafa.info/?p=1235, diunduh tgl 1 Oktober 2010.  

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.

http://khalidmustafa.info/?p=1235


 

 

                                                                                 Universitas Indonesia 

70 

K/L/D/I, Papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal 

Pengadaan Nasional melalui LPSE.
215

 Apabila pengadaan 

dilakukan secara elektronik atau e-procurement, maka media 1 dan 

ke 3 secara otomatis telah dilakukan, karena pelaksanaan e-

procurement sudah menggunakan website LPSE yang melekat pada 

K/L/D/I serta sudah teragregasi secara nasional melalui website 

pengadaan nasional di inaproc.lkpp.go.id. Namun, apabila 

pelaksanaan dilakukan tidak secara elektronik, maka proses 

pemuatan pada website K/L/D/I harus dilakukan secara manual, 

dan pengelola website tersebut harus menginformasikan kepada 

LKPP agar dapat dimasukkan juga ke website pengadaan 

nasional.
216

  

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan: 

a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan 

Sederhana;              b. Penunjukan Langsung; c. Pengadaan 

Langsung; atau d. Kontes/Sayembara.
217

 

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan 

yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
218

  

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia 

Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah 

Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk 

pekerjaan yang kompleks.
219

  

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 
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Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
220

 Dalam pelelangan 

sederhana ini dilakukan melalui proses pascakualifikasi
221

, 

diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan 

Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha 

yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
222

 

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia 

Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
223

  

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia 

Barang/Jasa.
224

 Sedangkan Pengadaan Langsung adalah Pengadaan 

Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui 

Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
225

  

Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri 

Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.
226

  

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan 

Umum dengan pascakualifikasi.
227

 Khusus untuk Pekerjaan 

Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah 

penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi 
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dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.
228

 Dalam Pelelangan 

Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.
229

  

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa.
230

 Sedangkan Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa itu sendiri yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 

perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau 

pelaksana Swakelola.
231

 

Terkait dengan pengadaan jasa cleaning service, maka 

kontrak yang dapat ditetapkan oleh ULP/Panitia Pengadaan dapat 

berbentuk Kontrak Tahun Jamak. Kontrak Tahun Jamak 

merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa 

lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang 

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan: 

a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan 

yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, 

penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat 

di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan 

sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
232

 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini berlaku sejak 

tanggal ditetapkan.
233

 Dengan berlakunya Perpres ini maka :  
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1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 

Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden 

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 95 Tahun 2007; 

2. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman 

pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. 

3. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 95 Tahun 2007, tetap berlaku sampai dengan 

berakhirnya Perjanjian/Kontrak. 

4. Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat 

kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh 

ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau 

provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya 

perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan 

Barang/Jasa.
234
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BAB III 

HUBUNGAN  KERJA DENGAN SISTEM OUTSOURCING  

PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN  

KEMENTERIAN KEUANGAN 

 

3.1 Profile Direktorat Jenderal Anggaran 

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dibentuk berdasarkan Peraturan 

Presiden No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan 

Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I 

Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 100/PMK.02/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran adalah salah satu unit 

eselon I yang melaksanakan sebagian fungsi dari Departemen Keuangan. 

Sentra dari peran Direktorat Jenderal Anggaran tersebut terletak pada 

tugasnya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang penganggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM), kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada keseimbangan 

antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan 

kesinambungan fiskal melalui pengingkatan penerimaan negara dan efisiensi 

belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penurunan defisit 

anggaran.
235

  

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut,  Direktorat Jenderal 

Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang penganggaran sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
236

   

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, 

Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:  

                                                 
235

http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-profil-list.asp 
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Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata 

Departemen Keuangan, PMK Nomor 100/PMK.01/2008, pasal 182 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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a.  perumusan kebijakan teknis Departemen Keuangan di bidang 

penganggaran;  

b.  pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;  

c.  perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang 

penganggaran;  

d.  pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;  

e.  pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.
237

  

Direktorat Jenderal Anggaran dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, 

Dalam mengemban tugas dan fungsi. Direktorat Jenderal Anggaran 

mempunyai Visi sebagai berikut : Menjadi pengelola anggaran negara yang 

profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan 

visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai 

Misi sebagai berikut
238

 :  

1. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan 

berkelanjutan 

2. Mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang 

efektif dan efisien 

3. Mewujudkan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dengan tetap 

menjaga pelayanan kepada masyarakat 

4. Mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan, 

dan akuntabel 

5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya 

lainnya yang berkualitas, efektif dan efisien. 

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari 7 (tujuh) unit eselon II yang 

dipimpin oleh pejabat setingkat Direktur yaitu: 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal; 

b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

                                                 
237

Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata 

Departemen Keuangan, PMK Nomor 100/PMK.01/2008, pasal 183 
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Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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c. Direktorat Anggaran I; 

d. Direktorat Anggaran II; 

e. Direktorat Anggaran III; 

f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

g. Direktorat Sistem Penganggaran 

Tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Anggaran adalah : 

1. Perumusan kebijakan teknis Departemen Keuangan di bidang 

penganggaran; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran; 

3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang 

penganggaran; 

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; 

5. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal. 

Sedangkan Tugas Pokok dan fungsi masing-masing Unit Eselon II 

adalah sebagai berikut : 

- Sekretariat Direktorat Jenderal  

1. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, 

keuangan direktorat jenderal; 

2. Koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan 

kinerja direktorat jenderal; 

3. Koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat 

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 

4. Koordinasi dan penyajian informasi penganggaran direktorat jenderal; 

5. Pembinaan jabatan fungsional direktorat jenderal; 

6. Pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, 

rumah tangga, dan perlengkapan direktorat jenderal. 

 

 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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- Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

1. Penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara; 

2. Penyusunan time frame (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan 

dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, serta Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Perubahan; 

3. Penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam 

negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi 

makro, analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

terhadap perekonomian, serta analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan 

langkah-langkah kebijakan fiskal; 

4. Penyusunan analisis kebijakan serta perkembangan realisasi dan sasaran 

pendapatan negara jangka pendek dan jangka menengah; 

5. Penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi pelaksanaan 

anggaran belanja negara jangka pendek dan jangka menengah; 

6. Penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi pembiayaan 

anggaran jangka pendek dan jangka menengah, serta penyusunan analisis 

dan konsolidasi perhitungan risiko fiskal; 

7. Pengelolaan data ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; 

8. Pengembangan model perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan proyeksi ekonomi makro; 

9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara serta perkembangan ekonomi makro; 

10. Konsolidasi data di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

11. Penyusunan dan pelaporan statistik keuangan pemerintah; 

12. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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- Direktorat Anggaran I  

1. Penyiapan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga, Public Service Obligation (PSO), subsidi, 

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; 

2. Penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian 

Negara/Lembaga; 

3. Penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

4. Koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga; 

5. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian 

Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian 

Negara/Lembaga; 

6. Fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi years) Kementerian 

Negara/Lembaga; 

7. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

8. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi penganggaran Kementerian 

Negara/Lembaga; 

9. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

- Direktorat Anggaran II  

1. Penyiapan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga, Public Service Obligation (PSO), subsidi, 

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum; 

2. Penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian 

Negara/Lembaga; 

3. Penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

4. Koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga; 
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5. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian 

Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian 

Negara/Lembaga; 

6. Fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi-years) Kementerian 

Negara/Lembaga; 

7. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

8. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi penganggaran Kementerian 

Negara/Lembaga; 

9. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

- Direktorat Anggaran III  

1. Penyiapan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga, Public Service Obligation (PSO), subsidi, 

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, dan Anggaran 

Pembiayaan dan Perhitungan; 

2. Penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian 

Negara/Lembaga, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan; 

3. Penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran Pembiayaan dan 

Perhitungan; 

4. Koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran Pembiayaan dan 

Perhitungan; 

5. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian 

Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian 

Negara/Lembaga, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan; 

6. Fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi-years) Kementerian 

Negara/Lembaga, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan; 

7. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, 

serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan; 
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8. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi penganggaran Kementerian 

Negara/Lembaga, serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan; 

9. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian Anggaran 

Pembiayaan dan Perhitungan; 

10. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

- Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak  

1. Penyusunan rumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP 

serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat; 

2. Penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dan subsidi 

yang ditugaskan pada direktorat; 

3. Penelaahan dan penyusunan pagu dan realisasi penggunaan di bidang 

PNBP; 

4. Pelaksanaan penagihan dan atau pemungutan di bidang PNBP; 

5. Penatausahaan di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada 

direktorat; 

6. Pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban Pemerintah di bidang PNBP 

dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat; 

7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP serta 

subsidi yang ditugaskan pada direktorat; 

8. Koordinasi dan dukungan teknis penyusunan laporan di bidang PNBP dan 

subsidi yang ditugaskan pada direktorat; 

9. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

- Direktorat Sistem Penganggaran  

1. Penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur 

sistem penganggaran; 

2. Pengkajian, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi penerapan 

sistem penganggaran; 

3. Penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur 

penyusunan dan evaluasi standar biaya khusus; 

4. Penyusunan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan standar 

biaya umum; 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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5. Pengkajian, perumusan, harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang 

penganggaran; 

6. Pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi 

penerapan sistem informasi penganggaran serta dukungan teknis teknologi 

informasi; 

7. Pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi basis 

data; 

8. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, 

serta untuk mendukung pelaksanaan tugas, maka ditetapkanlah uraian jabatan 

untuk setiap jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Direktorat 

jenderal Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 706/PM.1/2008 Tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Anggaran. 

Uraian jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran ini terdiri 

dari Uraian Jabatan Direktur Jenderal Anggaran, Uraian Jabatan Struktural 

dan Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal, Uraian Jabatan Struktural dan 

Pelaksana Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

Uraian Jabatan Struktural dan Pelaksana Direktorat Anggaran I, Uraian 

Jabatan Struktural dan Pelaksana Direktorat Anggaran II, Uraian Jabatan 

Struktural dan Pelaksana Direktorat Anggaran III, Uraian Jabatan Struktural 

dan Pelaksana Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Uraian 

Jabatan Struktural dan Pelaksana Direktorat Sistem Penganggaran. 

 

3.2 Profil PT Daya Sgaracipta Bersih 

PT Daya Sgracipta Bersih didirikan tanggal 26 Oktober 2004 dengan 

Akta Notaris Syarifah Chozie, SH Nomor 23 yang telah di sahkan dengan 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-2881 

HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 November 2004. 
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Visi dari PT Daya Sgracipta Bersih adalah turut serta berpartisipasi 

melayani semua lapisan masyarakat dalam hal menjaga kebersihan, 

kenyamanan lingkungan kerja, tempat tinggal maupun fasilitas umum.
239

 

Sedangkan visi nya adalah membuka lapangan kerja bagi tenaga 

berpengalaman dan terlatih, membina tenaga muda untuk dididik guna 

mencapai tujuan utama dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

pelanggan di lingkungan rumah, apatment dan kantor, menjadikan tempat 

yang bersih, terawat dan nyaman.
240

 

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Akta Pendirian dijelaskan bahwa maksud 

dan tujuan perseroan ini ialah berusaha dalam bidang jasa, pembangunan, 

perdagangan, perindustrian, percetakan, pengangkutan darat, perbengkelan, 

pertanian, pertambangan.  

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada pasal 3 ayat (1) di 

atas, maka perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yang salah satunya 

adalah menjalankan usaha-usaha di bidang jasa di antaranya jasa penyewaan 

dan pengelolaan properti, penyediaan tenaga pengamanan, pendidikan dan 

latihan kemanan, konsultasi keamanan, jasa agen property, jasa periklanan, 

jasa hiburan, jasa kebersihan, jasa konsultasi arsitek, jasa konsultasi teknik 

engineering, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan 

dan lainnya.
241

 

 

3.3 Pelaksanaan Outsourcing Pada Direktorat Jenderal Anggaran 

Setiap kali membicarakan istilah outsourcing, maka hal yang pertama 

kali teringat adalah kasus pegawai kontrak yang terjadi di Bank BNI. Para 

pegawai kontrak Bank BNI berdemo di Bank BNI, DPR, dan kantor pusat 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Kondisi ini, tak 

pelak, mempengaruhi operasional Bank BNI. Puncaknya tahun 2003 lalu, 
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Company Profile PT Daya Sgracipta Bersih 
240

idem 
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Notaris  Syarifah Choizie, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Daya Sgracipta 

Bersih, Akta Nomor 23 tgl. 26 Oktober 2004  
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Pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Depnakertrans) bertindak sebagai mediator pertemuan tripartit (pemerintah, 

perusahaan, dan pekerja). Pertemuan itu menghadirkan Direktur Utama Bank 

BNI waktu itu Saefuddien dan wakil para pekerja. Pertemuan tersebut 

berakhir tanpa penyelesaian. Mediasi oleh Depnaker pun gagal. Persoalan 

pegawai kontrak di Bank BNI itu membuka mata banyak pihak tentang 

praktik outsourcing tenaga kerja yang ternyata telah berlangsung di 

Indonesia. Kendati yang ditonjolkan lebih kepada ekses negatif dari kegiatan 

outsourcing. Media massa memang lebih tertarik memberitakan sisi negatif 

pegawai kontrak di Bank BNI.
242

 

Praktik outsourcing sebetulnya bukan hal baru di dunia. Sebelum 

Perang Dunia II, Kerajaan Inggris telah menerapkan hal ini dengan merekrut 

serdadu Gurkha yang terkenal dengan keberaniannya. Saat Perang Dunia II 

berlangsung, 1945-1950, Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak 

menerapkan outsourcing untuk keperluan perang. Praktik outsourcing 

kemudian berkembang luas di perusahaan multinasional sejalan dengan 

perlunya mereka beroperasi secara efisien dan focus terhadap bisnis mereka. 

Perancis kini merupakan negara yang paling berkembang dalam menerapkan 

outsourcing. Hampir seluruh perusahaan Perancis, dalam berbagai skala, 

menerapkan praktik outsourcing dalam menjalankan usaha. Perusahaan 

otomotif Jepang menyerahkan sebagian besar pekerjaannya kepada industri 

komponen yang memenuhi standar mereka. Selanjutnya, seluruh komponen 

itu dirakit di perusahaan otomotif tersebut. Perusahaan otomotif tersebut 

hanya focus pada desain dan pengembangan rancangbangun, memproduksi 

komponen tertentu, merakit, dan memasarkan mobil-mobil yang telah 

ditempeli merek mereka. pemilik merek sepatu olahraga terkemuka di dunia 

macam Nike, Adidas, Fila, dan sebagainya. Mereka hanya fokus pada 

pengembangan desain sepatu, mendistribusikan, memasarkan, dan mengelola 

merek. Sedangkan kegiatan produksinya diserahkan kepada perusahaan-

perusahaan lain yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 
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Pro Kontra Outsourcing, http://www.portalhr.com/majalah/ 

edisisebelumnya/strategi/1id108.html, di unduh tanggal 25 Agustus 2010 
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Mereka memberikan order produksi kepada perusahaan-perusahaan yang 

mampu memberikan biaya dan mutu produksi terbaik. Dalam definisi umum, 

praktik semacam ini termasuk kegiatan global outsourcing, yaitu 

mensubkontrakkan produksi ke banyak perusahaan di dunia. Kegiatan bisnis 

semacam ini sering juga disebut global sourcing, mereknya sama namun 

diproduksi di banyak negara.
243

 

Dalam Pasal 66 UU Ketenagakerjaan di Bab penjelasan, maka akan 

diketahui bahwa pekerjaan yang boleh untuk dioutsourcing adalah hanya ada 

5 (lima) jenis pekerjaan saja yaitu: cleaning service, security, catering, jasa 

penunjang pertambangan, dan jasa antar jemput karyawan. 

Tidak ketinggalan instansi pemerintah yang mulai marak melakukan 

praktek outsourcing ini dilingkungan kantornya, khususnya untuk jasa 

cleaning services. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung mulai 

diperkenalkan dalam penyusunan penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKAKL) dengan terbitnya Peraturan Menteri 

Keuangan tanggal 28 April 2008 Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar 

Biaya Umum Tahun Anggaran 2009. 

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya  yang merupakan batas paling 

tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/lembaga 

dan/atau lintas wilayah, dan digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian 

Negara/Lembaga dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).
244

 RKAKL sendiri 

adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang 

selanjutnya disebut RKAKL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang 

merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja 
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Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Umum 

Tahun Anggaran 2009, PMK Nomor 64/PMK.02/2008, pasal 1 dan Pasal 2. Lihat juga dalam 

PMK No. 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 dan PMK No. 

100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011. 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.



 

       Universitas Indonesia 

85 

Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun 

anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
245

 

Dalam Lampiran Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan tanggal 28 

April 2008 Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun 

Anggaran 2009 disebutkan bahwa satuan biaya diberikan kepada pegawai 

(non PNS) yang berdasarkan Surat Keputusan KPA/kontrak kerja ditunjuk 

untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya. Untuk pengemudi, pramubakti, 

satpam dan cleaning service yang pelaksanaannya melalui jasa jasa pihak ke-

3/diborongkan satuan biayanya dapat ditambah sebesar maksimal 15 persen.  

Sedangkan dalam PMK Standar Biaya sebelumnya, yakni Dalam  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 Tentang Standar Biaya 

tahun Anggaran 2008 belum diatur secara tegas apakah pengalokasian satuan 

biaya pengemudi, pramubakti, satpam dan cleaning service bisa dilakukan 

melalui jasa pihak ke-3/diborongkan. 

Begitu pun di Direktorat Jenderal Anggaran telah melaksanakan 

kontrak dengan perusahaan untuk pekerjaan pengelolaan kebersihan dan 

fasilitas gedung Sutikno Slamet tahun 2010. 

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa ini didahului dengan 

pengumuman lelang di surat kabar harian nasional pada tanggal 18 Nopember 

2009 dan dan juga telah diumumkan dalam LPSE Kementerian Keuangan 

tanggal 19 Nopember 2009. 

Dalam pengumuman lelang di surat kabar harian nasional tanggal 18 

November 2009 Nomor Peng-05.15/PBJ-DJA/2009 diumumkan mengenai 

Pengadaan Pengelolaan Kebersihan dan Fasilitas Gedung Sutikno Slamet 

dengan kualifikasi usaha Non Kecil. Perkiraan Pekerjaan sebesar Rp. 

1.460.000.000,- dengan pendaftaran di buka dari tanggal 20 Nopember 2009 

sampai dengan 1 Desember 2009. Sedangkan syarat dan keterangan lebih 

lanjut di jelaskan pada web site www.lpse.depkeu.go.id. 
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Dalam informasi lelang pada web site www.lpse.depkeu.go.id, dengan 

kode lelang 219011 dijelaskan lebih lanjut mengenai syarat dan keterangan 

mengenai informasi lelang tersebut dari metode pengadaan, metode 

kualifikasi, metode evaluasi, nilai pagu paket, kualifikasi usaha, sumber dana 

dan syarat kualifikasi. 

Metode pengadaan yang digunakan adalah pelelangan umum dengan 

metode kualifikasinya adalah metode Pasca Kualifikasi. Sedangkan metode 

evaluasinya dengan mempergunakan Sistem Nilai dengan jangka waktu tahun 

tunggal. 

Syarat kualifikasi dalam informasi lelang pada web site LPSE tersebut 

adalah : 

-  mempunyai ijin usaha dengan klasifikasi usaha Non Kecil. 

- Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank 

pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-

kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa 

pemborongan dan 5 % (lima persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan 

pemasokan barang/jasa lainnya; 

-  Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki 

laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-

kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; 

- Memiliki pengalaman sejenis pada bidang dan sub bidang pekerjaan 

cleaning services (dalam kurun waktu 7 tahun terakhir); 

- Memiliki tax clearance untuk tahun pajak 2008 

Dari syarat tersebut di atas, belum terdapat persyaratan yang secara 

tegas dituliskan bahwa perusahaan yang mengikuti proses lelang tersebut 

wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Keputusan menteri 

tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 101/Men/VI/2004, walaupun dalam 

persyaratan kualifikasi dalam lelang tersebut telah disebutkan dengan bahasa 

yang berbeda bahwa perusahaan tersebut memiliki ijin usaha dengan 

klasifikasi usaha Non Kecil dan memiliki pengalaman sejenis pada bidang 

Analisis terhadap..., Heru Andrianto, FH UI, 2011.
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dan sub bidang pekerjaan cleaning services (dalam kurun waktu 7 tahun 

terakhir). 

Dari 9 (sembilan) perusahaan yang mengikuti proses pemilihan 

pengadaan barang dan jasa, maka terpilih 2 perusahaan yang memenuhi 

persyaratan. Kedua perusahaan tersebut adalah PT. Sapta Sarana Sejahtera 

dan PT Daya Sgracipta Bersih. 

Berdasarkan penilaian akhir, maka yang terpilih yang memenuhi 

kualifikasi adalah PT Daya Sgracipta Bersih dengan harga penawaran sebesar 

Rp 1.284.954.600.  

3.3.1 Perjanjian Antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan PT 

Daya Sgracipta Bersih 

Penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain dalam bentuk 

pemborongan pekerjaan (outsourcing) wajib dilakukan secara tertulis. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 65 ayat (1) yang berbunyi : 

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 

dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat 

secara tertulis. 

Perjanjian tertulis, yang sering disebut sebagai kontrak, 

memuat butir-butir kesepakatan antara pemberi pekerjaan dengan 

penerima pekerjaan secara menyeluruh atas pekerjaan dengan yang 

menjadi obyek kerjasama.
246

 

Dalam perjanjian penyerahan pekerjaan kepada perusahaan 

lain, maka syarat-syaratnya selain harus memperhatikan pasal 1320 

KHU Perdata juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan aturan 

pelaksanaannya. Walaupun ada dua undang-undang, bukan berarti ada 

dualisme hukum. Kedua undang-undang tersebut saling melengkapi, 

yakni ketentuan pasal 1320 KUH Perdata merupakan ketentuan yang 

berlaku umum dalam pembuatan setiap perjanjian/kesepakatan (lex 
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generalis), sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 adalah khusus mengatur persoalan perjanjian penyerahan 

pekerjaan (lex specialis).
247

 

Surat penetapan pemenang pelelangan Pengadaan Pengelolaan 

Kebersihan dan Fasilitas Gedung Sutikno Slamet telah ditetapkan 

dengan nomor PEN-10.15/PBJ-DJA/2008 tanggal 11 Desember 2009 

dan surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor KEP-

13.15/PBJ-DJA/2009 tanggal 22 Desember 2009, sehingga  PT Daya 

Sgracipta Bersih wajib melaksanakan pekerjaan mulai tanggal 1 

Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. 

Berdasarkan surat penetapan pelelangan dan Surat Penunjukan 

Penyedia Barang/Jasa, maka disepakatilah  kontrak/Perjanjian antara 

Direktorat Jenderal Anggaran dengan PT Daya Sgracipta Bersih 

ditandatangani pada tanggal 21 Januari 2010 dengan nomor kontrak 

14.15/PBJ-DJA/2009 dan nilai pekerjaan sebesar Rp1.284.954.600,00, 

dengan nama perjanjian adalah Pengadaan Pengelolaan Kebersihan 

dan Fasilitas Gedung Sutikno Slamet Kementerian Keuangan Tahun 

Anggaran 2010. 

Masa kontrak/perjanjian yang hanya setahun jika ditinjau dari 

pengaturan pengadaan barang/jasa tentulah sudah tepat karena 

berdasarkan Pasal 30 Keppres 80 Tahun 2003 kontrak/perjanjian ini 

dikategorikan sebagai kontrak tahun tunggal yaitu kontrak 

pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 

(satu) tahun anggaran. 

Namun dari sisi pekerja outsourcing, hal ini  dapat dianggap 

kurang dapat memberikan perlindungan dan dapat menimbulkan 

ketidakpastian. Kontrak yang hanya setahun antara perusahaan 

penyedia jasa dan pengguna jasa akan menimbulkan kekhawatiran 

bagi para pekerja outsourcing di akhir tahun anggaran, apakah 

perusahaan penyedia jasa dalam hal ini PT Daya Sgracipta Bersih 
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dapat memenangkan kembali lelang di tempat pengguna jasa sehingga 

perjanjian kerja antara para pekerja outsourcing dengan perusahaan 

pengguna dapat diperpanjang kembali. Di sisi lain bagi pengguna jasa 

dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran, akan terdapat  

kekosongan yang melaksanakan tugas/pekerjaan yang biasanya 

dilakukan oleh pekerja outsourcing karena kontrak/perjanjian dengan 

PT Daya Sgracipta Bersih dilaksanakan pada pertengahan Januari 

2010, sehingga secara hukum seharusnya terdapat kekosongan yang 

melaksanakan pekerjaan pada awal-awal bulan Januari. 

Mengenai hal ini sebenarnya ke depannya dapat di antisipasi 

dengan adanya kontrak tahun jamak antara Direktorat Jenderal 

Anggaran dengan perusahaan pemborong yang memperkerjakan 

tenaga outsourcing. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan 

pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) 

tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri 

Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk 

pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk 

pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.
248

 Dengan adanya 

kontrak tahun jamak ini, maka Direktorat Jenderal Anggaran sebagai 

pengguna dan pemberi pekerjaan tidak perlu lagi mengadakan 

pelelangan dan perusahaan pemborong tidak perlu mengikuti 

pelelangan karena sudah jelas berapa tahun kontraknya akan berlaku. 

Pekerja outsourcing  juga lebih mendapatkan kepastian karena 

perusahaannya tetap mendapatkan pekerjaan dari pengguna dan hanya 

berkonsentrasi terhadap tugas yang diberikannya, sehingga mungkin 

saja PKWT yang disepakati antara pekerja dengan perusahaannya 

dapat berjangka waktu lebih dari setahun. 

Nilai kontrak perjanjian antara Direktorat Jenderal Anggaran 

sebagai pihak pertama dengan PT Sgaracipta Bersih sebagai pihak 

kedua adalah sebesar Rp1.284.954.600,00 untuk pekerjaan 
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Pengelolaan Kebersihan dan Fasilitas Gedung Sutikno Slamet 

Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2010. Nilai  tersebut sudah 

termasuk : a. pajak-pajak yang harus dibayarkan PT Daya Sgracipta 

Bersih; b. Pembayaran upah, THR dan jaminan sosial tenaga kerja; c. 

Peralatan, obat-obatan, pengharum ruangan dan pembasmian hama; d. 

Seragam pekerja; e. Management fee; dan f.  Biaya instalasi dan 

mobilisasi peralatan serta bahan-bahan ke lokasi pekerjaan. 

Pengertian pemeliharaan kebersihan yang dimaksud adalah 

pembersihan dan perawatan gedung beserta kelengkapannya pada area 

yang meliputi seluruh ruangan (termasuk basement dan lantai parkir) 

pada Gedung Sutikno Slamet Kementerian Keuangan. 

Dalam kontrak ini tidak secara tegas menyebutkan hubungan 

kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan 

pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa. Namun 

dalam pasal 8 ayat (8) di jelaskan bahwa hubungan antara para pekerja 

dengan Pihak Kedua sepanjang tidak diatur secara khusus, tunduk 

pada peraturan perburuhan yang berlaku. Seharusnya dalam kontrak 

ini juga dicantumkan klausul seperti yang dimaksud dalam pasal 1367 

KUH Perdata bahwa majikan bertanggung jawab  terhadap kesalahan 

yang dilakukan oleh bawahannya. Majikan di sini adalah perusahaan 

yang menerima pekerjaan, sedangkan bawahannya adalah para pekerja 

outsourcing tersebut. Klausula ini dapat dipergunakan jika sewaktu-

waktu terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerusakan pada kantor 

DJA, maka pihak perusahaan sebagai majikan dari pekerja 

outsourcing tersebut tetap harus bertanggung jawab terhadap 

kesalahan pekerjanya tersebut. 

3.3.1.1 Kewajiban Para Pihak 

Dalam kontrak tersebut, maka pihak pertama wajib 

membayar kepada pihak kedua untuk pelaksanaan pekerjaan 

yang tercantum dalam kontrak setelah pekerjaan 

diserahterimakan dengan lengkap, cukup dan dalam keadaan 
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baik yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah terima 

pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Kedua dan Pihak 

Pertama atau pejabat yang ditunjuk oleh Pihak Pertama setiap 

awal bulan berikutnya disertai faktur tagihan. Khusus 

pembayaran terakhir bulan Desember 2010, dilaksanakan 

pada minggu pertama bulan Desember 2010 setelah Pihak 

Pertama menerima jaminan pembayaran/Bank Garansi yang 

diterbitkan Bank Umum dengan domisili di wilayah Jakarta 

dari Pihak Kedua.
 249

 

Pihak pertama juga akan menyediakan ruangan untuk 

kegiatan operasional dan tempat penyimpanan bahan serta 

peralatan kebersihan.
250

  

Sedangkan Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan 

pengadaan Pengelolaan Kebersihan dan Fasilitas Gedung 

Sutikno Slamet Departemen Keuangan Tahun Anggaran 

2010 sejak Surat Perintah Kerja (kontrak) ditetapkan oleh 

Pihak Pertma dan Pihak Kedua selama 12 (dua belas) bulan 

terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

Desember 2010.
251

 

Pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja 

(kontrak), Pihak Kedua diwajibkan  menyerahkan jaminan 

pelaksanaan kepada Pihak Pertama yang diterbitkan oleh 

Bank.
252

 Jaminan pelaksanaan tersebut akan dikembalikan 

setelah berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
253

 

Pihak kedua juga berkewajiban menyiapkan tenaga 

kerja/pekerja yang memenuhi persyaratan antara lain 
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kejujuran, ketrampilan, kesopanan, kerapihan dan 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan
254

, dan 

wajib menyampaikan kepada pihak pertama daftar nama dan 

alamat lengkap semua pekerja dan pengawasnya.
255

 

Pihak kedua juga wajib menjaga keselamatan para 

pekerja di tempat pekerjaan dan bertanggung jawab penuh 

atas kecelakaan dan segala sesuatu yang mungkin terjadi atas 

pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya.
256

 Selain itu pihak 

kedua wajib mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri 

para pekerja dalam melaksanakan tugasnya, yang jika terjadi 

kecelakaan maka pihak kedua wajib memberikan pertolongan 

medis dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi beban 

pihak kedua
257

, dan wajib menyediakan perlengkapan 

kesehatan dan pengamanan keselamatan kerja.
258

 

Pihak kedua diwajibkan pula untuk menyelenggarakan 

program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap seluruh 

tenaga kerja dan membayarkan upah tenaga kerja sesuai 

dengan surat penawaran harga yang disampaikan kepada 

pihak pertama.
259

 

Terhadap laporan hasil pekerjaan, maka pihak kedua 

diwajibkan melaporkan hasil pekerjaan periode harian, 

mingguan dan bulan kepada pihak pertama dan wajib pula 

membuat checklist di setiap ruang dan area yang menjadi 

obyek pekerjaan kebersihan dan fasilitas gedung Sutikno 

Slamet Departemen Keuangan.
260
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3.3.1.2 Hak-Hak Para pihak 

Selain memuat kewajiban para pihak, maka perjanjian 

tersebut memuat pula hak-hak para pihak. 

Pihak pertama berhak memutuskan perjanjian secara 

sepihak apabila pihak kedua tidak mematuhi ataupun telah 

menyimpang dari ketentuan tersebut dalam isi perjanjian, 

atau pihak kedua tidak melaksanakan pekerjaan sejak 3 (tiga) 

hari kalender setelah surat perjanjian ini di tandatangani; atau 

pihak kedua telah melakukan kelalaian dan telah diberikan 

surat peringatan tetapi tidak ada tanggapan; atau apabila 

pihak kedua mengundurkan diri.
261

 

Sedangkan hak pihak kedua adalah mendapatkan 

pembayaran dari pihak pertama setelah pekerjaan 

diserahterimakan dengan lengkap, cukup dan dalam keadaan 

baik yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima 

Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak kedua dan pihak 

pertama. 

3.3.2 Perjanjian Kerja Antara PT Daya Sgracipta Bersih dengan 

Pekerja 

Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa perjanjian 

kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan 

kewajiban para pihak. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka setidaknya ada dua unsur 

utama dalam perjanjian, yakni para pihak (subyek), yaitu 

pekerja/buruh pada satu pihak dan majikan/pengusaha pada pihak 

lainnya; dan hal-hal yang disepakati (obyek) yang mencakup kondisi 
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dan syarat-syarat kerja yang meliputi hak dan kewajiban kedua belah 

pihak.
262

 

Ada dua jenis perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara pengusaha 

dan pekerja, untuk mengadakan hubungan kerja tetap, yang tidak 

dibatasi jangka waktu tertentu.
263

 

Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya 

disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu 

atau untuk pekerja tertentu.
264

  

Beberapa ciri dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah: 

a. pekerjaan yang bersifat sementara; b. hanya bisa diperpanjang 

sekali dan jumlah keseluruhannya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun; c. 

tidak mengenal adanya masa percobaan (training) karena para pekerja 

yang di kontrak dianggap telah mempunyai keahlian bidangnya; d. 

pekerjaan harus ditunaikan sesuai dengan jangka waktu yang 

diperjanjikan, sedangkan apabila ada pihak yang tidak memenuhi, 

maka pihak lainnya berhak menuntut kerugian sejumlah yang diderita 

menurut perjanjian.
265

 

Dalam perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT Daya 

Sgracipta Bersih sebagai pihak pertama dengan Gunawan Wibiksana 

(pekerja) sebagai pihak kedua dengan perjanjian Nomor 

051/PKWT/DS/HK/Dirjen Anggaran/I/2010 tertanggal 21 Desember 

2009. 
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Tanggal dalam perjanjian antara PT Daya Sgracipta Bersih 

sebagai pihak pertama dengan pekerja outsourcing sebagai pihak 

kedua lebih dahulu ada dan disepakati dibanding dengan tanggal 

perjanjian antara Ditjen Anggaran dengan PT Daya Sgaracipta Bersih 

yang tertanggal 10 Januari 2010. Seharusnya, perjanjian kerja waktu 

tertentu antara perusahaan pemborong dengan pekerja ada setelah 

disepakatinya perjanjian antara Ditjen Anggaran dengan perusahaan 

penyedia jasa. Hal ini karena dalam perjanjian kerja antara pekerja 

outsourcing dengan perusahaan pemborong telah disepakati bahwa 

pekerja tersebut akan bekerja di instansi yang memberikan pekerjaan. 

Jika perjanjian antara instansi pemberi pekerjaan dengan pemborong 

akhirnya disepakati, hal ini akan tidak menjadi masalah. Lain hal jika 

ternyata instansi pemberi pekerjaan dengan pemborong tidak 

disepakati dikarenakan adanya sesuatu hal, maka ini akan menjadi 

ketidakpastian bagi si tenaga outsourcing tersebut. 

Perjanjian kerja tersebut berlaku selama 12 (dua belas) bulan, 

terhitung mulai tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 

Desember 2010. 

Perjanjian kerja ini adalah mengikuti perjanjian pokok untuk 

melaksanakan pekerjaan pengelolaan kebersihan dan fasilitas gedung 

Sutikno Slamet Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2010 yang 

termasuk dalam kontrak tahun tunggal sehingga berlaku selama 1 

(satu) tahun. Jika perjanjian pokok tersebut mempergunakan tahun 

jamak, di mana harus ditegaskan terlebih dahulu pada saat 

pengumuman lelang, maka bisa saja perjanjian kerja tersebut juga 

berlaku maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) 

tahun seperti yang tercantum dalam pasal 59 ayat (4) UUK.  

Terkait dengan hubungan kerja yang terjadi karena perjanjian 

kerja antara pihak pertama dengan pihak kedua, maka tidak terlepas 

dari pengertian hubungan kerja itu sendiri. Hubungan kerja adalah 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 
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perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan 

perintah.
266

 Unsur-unsur tersebut sebagaimana  di uraikan di bawah 

ini. 

a. Pekerjaan 

Pekerjaan yang dimaksudkan adalah pekerjaan yang diperjanjikan, 

yang merupakan obyek dari  perjanjian kerja.
267

 Dalam sistem 

outsourcing sendiri ada dipersyaratkan bahwa pekerjaan yang 

dapat di-outsource adalah pekerjaan yang bukan merupakan 

kegiatan pokok atau yang berhubungan langsung dengan proses 

produksi. Dengan kata lain pekerjaan tersebut merupakan 

pekerjaan penunjang. Pekerja/buruh outsourcing tidak boleh 

dipekerjakan pada pekerjaan di perusahaan pemberi pekerjaan yang 

bersifat kegiatan pokok.  

Dalam perjanjian kerja waktu tertentu No. 

051/PKWT/DS/HK/Dirjen Anggaran/I/2010 antara PT Daya 

Sgracipta Bersih pihak pertama dengan dengan pekerjanya 

disebutkan bahwa pihak kedua adalah sebagai pekerja kontrak 

dengan posisi cleaner yang dalam menjalankan tugasnya 

ditempatkan di Kantor Dirjen Anggaran.
268

 

Dalam 1 (satu) bulan pihak kedua rata-rata bekerja selama 22 (dua 

puluh dua) hari kerja dengan jam kerja antara jam 07.00 sampai 

dengan 17.00 WIB. Di hari sabtu, juga pihak kedua diwajibkan 

hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
269

 

Bila dilihat dari keberadaan pekerjaannya dalam sistem 

outsourcing, pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh 

outsourcing, secara fisik berada di perusahaan pemberi pekerjaan. 

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dimaksud 
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Indonesia, Undang Undang Ketenagakerjaan, op.cit Pasal 1 angka 15 

267
Ibid, Pasal 52 ayat (1) huruf c juncto Pasal 1320 KUH Perdata   

268
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 051/PKWT/DS/HK/Dirjen Anggaran/I/2010 

tanggal 21 Desember 2009, pasal 1 dan Pasal 2. 

269
Pasal 5. 
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dalam konsep hubungan kerja, dimana seharusnya pekerjaan 

tersebut berada di tempat perusahaan penerima pekerjaan. Namun, 

apabila dilihat dari proses penyerahannya, pekerjaan yang 

dilakukan oleh pekerja/buruh outsourcing tersebut sebenarnya 

pekerjaan yang dilakukan oleh atau atas nama perusahaan 

penerima pekerjaan, bukan pekerjaan yang secara mandiri 

dilakukan oleh pekerja/buruh outsourcing. 

b. Upah 

Selain kewajiban, maka dalam perjanjian kerja juga disebutkan hak 

dari pihak kedua yang menjadi tanggungjawab pihak pertama, 

misalnya dalam hal pemberian upah yang layak, hak cuti THR dan 

sebagainya. Upah merupakan salah satu bentuk perlindungan 

terhadap buruh/pekerja. 

Menurut Asikin, perlindungan buruh/tenaga kerja dibagi dalam tiga 

macam
270

, yaitu : 

a) Perlindungan ekonomis 

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan 

yang cukup, termasuk tenaga kerja tidak mampu bekerja di 

luar kehendaknya. 

b) Perlindungan Sosial 

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan 

kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan 

hak untuk berorganisasi. 

c) Perlindungan Teknis 

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan 

keselamatan kerja. 
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Zaenal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, dalam Abdul Khakim, Op.cit, 

hal.108  
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Dalam  Pasal 1 angka 30 Undang Undang Ketenagakerjaan 

ditegaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima 

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha 

atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan menurut Asri Wijayanti 

upah adalah kompensasi yang diterima oleh pekerja dari pengusaha 

sebagai penggantian atas tenaga/pikiran yang diberikannya untuk 

mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan pengusaha.
271

  

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 diatur bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

pemghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi 

penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud 

ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang 

melindungi pekerja/buruh.  

Salah satu kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh 

yang di atur dalam pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 adalah upah minimum yang terdiri atas upah minimum 

berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan upah 

minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota.  

Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk tahun 2010 upah 

minimum di atur melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2009 Tanggal 29 

Oktober 2009 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2010.  
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Upah Minimum Previnsi (UMP) Tahun 2010 Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota jakarta adalah sebesar Rp1.118.009,- (satu juta 

seratus delapan belas ribu Sembilan rupiah) sebulan.  

Upah minimum merupakan standar upah minimal yang diberikan 

oleh pengusaha kepada pekerja/buruhnya. Ketentuan ini berlaku 

baik bagi pekerja yang berstatus pekerja tetap (PKWTT), pekerja 

tidak tetap (PKWT) dan pekerja dalam masa percobaan.
272

  

Dalam perjanjian kerja, pihak kedua berhak atas upah perbulan 

sebesar Rp1.300.000,- yang terdiri dari gaji pokok, uang makan 

dan uang transport dan uang insentive-tugas GC.
 273

  

Mengenai upah/gaji yang didapatkan oleh pekerja/buruh 

outsourcing tersebut, jika ditinjau dari Standar Biaya yang 

ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 

100/PMK.02/2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Standar Biaya, 

maka telah  sesuai dengan PMK tersebut. Jika ditinjau dari 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 167 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Upah 

Minimum Provinsi Tahun 2010, maka masih lebih tinggi 

dibandingkan Upah Minimum tersebut yang sebesar 

Rp1.118.009,00-. 

Pemberian upah tersebut akan diberikan  antara tanggal 1 sampai 

dengan tanggal 5 bulan berikutnya setelah pihak kedua  melakukan 

pekerjaan melalui transfer dari nomor rekening pihak pertama 

kepada pihak kedua yang ditentukan sesuai dengan ketentuan pihak 

pertama.
274

  

Selain upah tersebut, maka Pihak Kedua akan diberikan 

kebijaksanaan sebagai Bonus Hari Raya sebesar Rp1.300.000,- 

                                                 
272

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Tentang Upah Minimum, Permenaker No. PER-01/MEN/1999,  Pasal 14 ayat (1)    

273
Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 051/PKWT/DS/HK/Dirjen 

Anggaran/I/2010 tanggal 21 Desember 2009, pasal 3  

274
Ibid, pasal 4 ayat (4) dan (5). 
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yang akan diberikan 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Idul 

Fitri.
275

 

c.  Perintah 

Berbeda dengan hubungan hukum antara pemberi pekerjaan 

dengan penerima pekerjaan yang bersifat koordinasi, maka dalam 

hubungan kerja, sifat hubungannya adalah subkoordinasi.
276

 Hal ini 

ditandai dengan adanya salah satu pihak dalam hubungan tersebut 

yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pihak lainnya. Pihak 

yang lebih tinggi ini berwenang memberi perintah kepada pihak 

lainnya selaku yang diberi perintah.  

Pihak kedua wajib tunduk kepada perintah atau instruksi atasan di 

tempat kerja, dengan batasan untuk melaksanakan tugas dengan 

baik, wajib memberitahukan kepada atasannya bila hendak ijin 

tidak masuk kerja, wajib melaksanakan tugas kerja sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan dan bekerja menurut kemampuan 

sebaik-baiknya dan serajin-rajinnya, wajib tunduk kepada 

Peraturan Perusahaan yang berlaku serta wajib membayar biaya 

Jamsostek sebesar 2% (dua perseratus) dari upah/bulan.
277

 

Pada Pasal 5 Peraturan dan Sanksi diatur bahwa pihak kedua 

bekerja rata-rata (dua puluh dua) hari kerja dan hadir setidaknya 10 

(sepuluh) menit sebelum waktunya yang dibuktikan dengan absen 

yang harus dilakukan sendiri. Jika tidak masuk kerja karena sakit 

diwajibkan membawa surat keterangan dokter dan copy resep yang 

berwenang serta menyerahkannya kepada atasan langsung pada 

hari pertama masuk kerja kembali. Ketidakhadiran 3 (tiga) hari 

kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang sah dianggap 

mengundurkan diri.
278
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Ibid, pasal 3 ayat (3).  

276
Djumialdji, F.X. Perjanjian Kerja. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.  8 

277
Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, op.cit, Pasal 4. 
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Selain yang terkait dengan unsur-unsur yang terdapat dalam 

hubungan kerja, maka dalam perjanjian kerja tersebut juga dinyatakan 

bahwa pihak kedua berhak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja, 

Kematian, Hari Tua dan Kesehatan melalui Jamsostek, sehingga pihak 

kedua akan dikenakan potongan sebesar Rp20.000,-
 279

 

Pada prinsipnya, jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak 

pekerja, sehingga setiap perusahaan diwajibkan untuk 

menyelenggarakannya.
280

 Ada 4 (empat) program jaminan sosial 

tenaga kerja yang wajib diselenggarakan oleh perusahaan, yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Setiap program memiliki besar 

iuran keikutsertaan yang berbeda-beda.
281

 Iuran untuk program 

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan di tanggung seluruhnya oleh pengusaha,
282 

sedangkan iuran untuk program Jaminan Hari Tua sebesar 3,70 % 

ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga 

kerja.
283

 

Dalam system outsourcing, perusahaan yang bertanggung 

jawab untuk mengikutsertakan pekerja/buruh outsourcing dalam 

program jaminan sosial tenaga kerja adalah perusahaan penerima 

pekerjaan mengingat hubungan kerja yang terjadi adalah suatu antara 

tenaga kerja outsourcing dengan perusahaan penerima pekerjaan. 

                                                 
279

Ibid  

280
Perusahaan yang wajib menyelenggarakan program janiman sosial tenaga kerja adalah 

yang mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit 

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan. (Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 1993)  

281
Besaran iuran program jaminan sosial tenaga kerja (pasal 9 PP No. 14 Tahun 1993) : a. 

Jaminan Kecelakaan kerja, besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha, untuk jasa 

outsourcing tidak diatur secara khusus, tetapi pada umumnya digolongkan pada kelompok jenis 

usaha I, yaitu sebesar 0,24% dari upah sebulan; b. Jaminan Hari Tua sebesar Rp 5,7% dari upah 

sebulan; c. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan; dan d. Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari 

upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga. 

282
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Bagi perusahaan penerima pekerjaan, untuk program Jaminan 

Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan dan iuran program Jaminan hari tua yang iurannya di 

tanggung oleh perusahaan tentunya akan mengurangi keuntungan 

perusahaan tersebut. Namun, karena hal ini telah diumumkan dalam 

penawaran lelang, maka hal ini bisa saja menjadi perhitungan 

tersendiri bagi pihak perusahaan penerima pekerjaan dalam 

mengajukan penawarannya.  

Pihak kedua juga diberikan kebijaksanaan sebagai bonus Hari 

Raya, di mana nominal nilainya telah ditentukan sebesar 

Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan diberikan 1 

(satu) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 1430 H. 

Namun dalam perjanjian kerja ini tidak mengatur lebih jauh 

mengenai  cuti tahunan. Ini dapat dipahami karena perjanjian kerja 

yang disepakati adalah berjangka waktu setahun. Dalam pasal 79 ayat 

(1) di jelaskan bahwa Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan 

cuti kepada pekerja/buruh. Lebih jauh dijelaskan dalam pasal 79 ayat 

(2) huruf c bahwa cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) 

hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 

(dua belas) bulan secara terus menerus. Jadi karena PKWT nya hanya 

berjangka waktu setahun, dianggap belum kena kewajiban terhadap 

pemberian cuti tahuan kepada pekerja. 

Pada hakikatnya pemberian waktu istirahat dan cuti kepada 

pekerja/buruh bertujuan untuk mengembalikan kebugaran dan 

kesehatan baik fisik, mental dan sosial pekerja/buruh. Pekerja/buruh 

sebagaimana manusia pada umumnya, di samping sebagai 

pekerja/buruh pada perusahaan, tetapi dalam masyarakat mempunyai 

fungsi dan kewajibana social. Dalam masa istirahat dan cuti inilah, 

mereka lebih banyak kesempatan untuk melakukan kewajiban dan 

fungsi sosialnya. Dalam masa istirahat dan cuti inilah, mereka lebih 

banyak kesempatan untuk melakukan kewajiban dan fungsi sosialnya, 
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selain membawa keluarga rekreasi, berinteraksi dengan keluarga, 

sahabat akan membawa pekerja/buruh menjadi lebih baik 

kesehatannya baik secara fisik, mental maupun social sehingga akan 

berpengaruh terhadap produktivitas dan terjalinnya hubungan 

harmonis dengan sesame pekerja/buruh dan manajemen.
284

  

Dengan penggunaan kontrak tahun jamak antara Direktorat 

Jenderal Anggaran dengan perusahaan pemborong pekerjaan, selain 

Pekerja outsourcing  lebih mendapatkan kepastian karena 

perusahaannya tetap mendapatkan pekerjaan dari pengguna dan hanya 

berkonsentrasi terhadap tugas yang diberikannya, PKWT yang 

disepakati antara pekerja dengan perusahaannya juga dapat berjangka 

waktu lebih dari setahun dan selanjutnya para pekerja tersebut dapat 

mempunyai hak cuti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 UUK.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa hubungan 

yang terjadi adalah antara PT Daya Sgaracipta Bersih sebagai 

perusahaan yang mendapatkan pekerjaan dengan pekerjanya adalah 

hubungan kerja, karena telah memenuhi unsur-unsur hubungan kerja. 

Selain itu, PT Daya Sgaracipta Bersih mempunyai kewajiban untuk 

mengikut sertakan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan 

Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan 

iuran program Jaminan hari tua.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Setelah pemaparan bab demi bab, maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Alih Daya (Outsourcing)  dapat diartikan sebagai pendelegasian operasi 

dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar. 

Pengaturan tentang alih daya (outsourcing)  di Indonesia diatur dalam 

UU Ketenagakerjaan yang terdapat  dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai 

pelaksanaan dari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka 

dikeluarkanlah Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 

tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan 

Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebahagian 

Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.  

Dalam pasal 64 disebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh 

yang dibuat secara tertulis. 

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada instansi pemerintah 

kepada perusahaan lainnya dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa. 

Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadi payung bagi 

pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutama 

adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(UU No. 17/2003) dan  Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004). Inilah dua undang-undang 

yang menjadi instrumen pokok dalam melindungi keuangan dan atau aset 

negara. Jika titik berat undang-undang yang pertama  mengatur perihal 

penyusunan, penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran 
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pendapatan dan belanja negara/daerah maka undang-undang yang kedua 

difokuskan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara 

yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah 

Pemilihan perusahaan pemborongan pekerjaan di instansi pemerintah 

saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yang terdapat dalam Keppres 

Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah. 

2. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penyerahan pelaksanaan 

sebagian pekerjaan untuk Pengelolaan Kebersihan dan Fasilitas Gedung 

Sutikno Slamet untuk tahun 2010 melalui perjanjian pekerjaan 

pemborongan dengan PT Daya Sgracipta Bersih. Perjanjian tersebut 

dilaksanakan selama satu tahun dengan mempergunakan kontrak tahun 

tunggal. 

Selain mengadakan perjanjian pekerjaan pemborongan dengan Ditjen 

Anggaran, PT Daya Sgracipta Bersih melakukan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) dengan pekerjanya sebagai pekerja kontrak dengan 

posisi cleaner yang dalam menjalankan tugasnya ditempatkan di Kantor 

Dirjen Anggaran.  

Berdasarkan unsur-unsur hubungan kerja yang ada maka hubungan kerja 

yang terjadi adalah antara PT Daya Sgracipta Bersih dengan pekerjanya. 

 

4.2 Saran  

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan yang terdapat dalam 

UUK yang maupun peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan 

pelaksanaan outsourcing, khususnya yang mengatur mengenai PKWT. 

Bagi pekerja/buruh yang terpenting adalah bahwa perjanjian yang 

mendasari hubungan kerja dalam sistem outsourcing hanya dapat 

dilakukan berdasarkan PKWTT saja, sehingga pembagian tanggung 
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jawab antara perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penerima 

pekerjaan menjadi jelas. Selain itu, PKWT tidak menjamin adanya job 

security, adanya kelangsungan pekerjaan seorang pekerja, karena seorang 

pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu pasti tahu bahwa pada 

suatu saat hubungan kerja akan putus dan tidak akan bekerja lagi di 

perusahaan tersebut. Sedangkan  bagi instansi yang memberikan 

pekerjaan, perlu adanya pedoman untuk yang mengatur mengenai jenis 

pekerjaan yang dapat atau tidak dapat dilakukan outsourcing. Selain itu 

perlu juga diantispasi bahwa instansi yang memberikan sebagian 

pekerjaan bukan hanya perusahaan swasta, tetapi juga instansi 

pemerintah. 

2. Perlu adanya penggunaan kontrak multi years bagi perjanjian 

pemborongan pekerjaan non fisik di instansi pemerintah. Selama ini, 

kontrak multi years biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan fisik 

seperti pembangunan gedung atau pun untuk pembangunan sarana 

perhubungan. Perlu adanya terobosan baru, terutama untuk pemborongan 

pekerjaan lainnya seperti misalnya pekerjaan pengelolaan kebersihan 

yang diserahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain juga 

dapat mempergunakan kontrak multiyears. Dengan digunakannya 

kontrak multiyears sebagai perjanjian, maka perjanjian kerja antara 

perusahaan penerima pekerjaan dengan pekerjanya minimal dapat 

mengikuti jangka waktu perjanjian dalam kontrak multiyears tersebut. 

Selain itu, dengan penggunaan PKWT yang lebih dari setahun, maka 

para pekerja outsourcing yang ada tetap mempunyai hak cuti tahunan 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 79 UUK. 
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